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ABSTRAK 

Nama :  Zelvi Asriani 

NIM :  150106003 

Fakultas/Prodi :  Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum 

Judul :  Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga  

Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang  

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi 

Kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh) 

Tebal Skripsi :  72 Halaman 

Pembimbing I :  Dr. Ridwan Nurdin, M.CL 

Pembimbing II :  Syarifah Rahmatillah, M.H 

Kata kunci :  PT PLN, Tenaga kerja, Outsourcing 

 

Setiap tenaga kerja baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja outsourcing 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama, salah satunya adalah hak untuk 

mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah 

yang digunakan adalah bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial 

bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang 

menggunakan bahan-bahan hukum yang menekankan pada pelaksanaan 

Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Jenis metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang mendeskripsikan 

tentang perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh. Sumber dara data yang digunakan berupa narasumber (informasi), 

dokumen dan buku. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi di 

lingkungan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh, wawancara dengan 5 orang narasumber, dokumensi yang berupa 

dokumen dan foto, populasi dan sampel yang digunakan adalah 3 orang tenaga 

kerja outsourcing dari 396 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jaminan sosial tenaga kerja outsourcing diberikan oleh Perusahaan Penyedia 

Jasa bukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelangganan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh. Adapun jaminan sosial yang diterima oleh tenaga 

kerja outsourcing yaitu: jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan 

kecelakaan dan jaminan kematian. Sedangkan untuk jaminan hari tua dan 

jaminan pensiun tenaga kerja outsourcing tidak ada, karena sudah dibayarkan 

setiap bulannya dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 
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TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan 

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan 

No  Arab  Latin  No  Arab  Latin 

 ا  1
Tidak 

dilambangkan  
 ṭ ط  16

 Ẓ ظ  B  17 ب  2
 ع  „  T  18 ت  3
 G غ  Ṡ  19 ث  4
 F ف  J  20 ج  5
 Q ق  Ḥ  21 ح  6
 K ك  Kh  22 خ  7
 L ل  D  23 د  8
 M م  Ż  24 ذ  9
 N ن  R  25 ر  10
 W و  Z  26 ز  11
 H ه  S  27 س  12
 ء  ‟  Sy  28 ش  13
 Y ي  Ṣ  29 ص  14
 Ḍ ض  15

   
 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, yang terdiri dari 

vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong). 

a) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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b) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf. Transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

TandadanHuruf Nama GabunganHuruf 

َ  ي  Fatḥah danya Ai 

َ  و  Fatḥah danwau Au 

 

Contoh: 

        kaifa :   كيف

 haula  : هول

 

c) Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

HarkatdanHuruf Nama Hurufdantanda 

ا  َ / ي   Fatḥah dan alif atauya Ā 

ي  َ  Kasrah danya Ī 

ي  َ  Dammah danwau Ū 

 

Contoh: 

 qāla: ق ال

ى م   ramā : ر 

 qīla : ق يْل

 yaqūlu : ي ق وْل

 

 

 

 



 xi 

3. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: 

a) Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t 

b) Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. 

Transliterasinya adalah h. 

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

طْف الْ  ة  الَْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :  ر 

ة ن وّر  يْن ة  الْم  د  َ  ا لْم    : al-Madīnah al-Munawwarah 

ةْ       Ṭalḥah :   ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atau tenaga kerja merupakan 

pemenuhan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi 

atas apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan 

bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari Perundang-Undangan dibidang 

Ketenagakerjaan
1
. 

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 

13 Tahun 2003 Pasal 4 Huruf c yang menyatakan bahwa “memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Adapun 

lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya: 

1. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Adapun maksud dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa 

                                                             
1
Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, dalam jurnal perlindungan hukum 

terhadap hak-hak pekerja outsourcing berdasarkan asas keadilan, Vol. 1, 2018, diakses melaui 

situs https://repository.upnvj.ac.id/13622, tanggal 15 januari 2021, hlm 1-7 

https://repository.upnvj.ac.id/13622
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“jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan 

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.  

2. Perlindungan atas Upah 

Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam 

perlindungan tenaga kerja. Hal ini juga diatur Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat (1) menyatakan bahwa 

“setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”, adapun maksud dengan 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan tenaga kerja dari hasil pekerjaannya sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya secara 

wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja harus memenuhi ketentuan upah minimun, sesuai 

dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-

01/Men/1999 tentang Upah Minimum, yang dimaksud dengan upah 

minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan 

tunjangan tetap
2
. 

Negara Indonesia termasuk negara yang banyak sekali tenaga kerja, 

termasuk juga tenaga kerja outsourcing dan juga banyak tenaga kerja 

outsourcing yang melakukan aksi demonstrasi karena merasa perusahaan yang 

menyewa jasa tenaga kerja outsourcing kurang memperhatikan kesejahteraan 

para tenaga kerjanya dan berharap perusahaan membuat kebijaksanaan yang 

lebih baik dalam memperhatikan hak-hak dari para tenaga kerja outsourcing dan 

                                                             
2
Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta; Sinar Grafika, 

2009, hlm. 49 
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juga memberi perlindungan terhadap hak-hak para tenaga kerja outsourcing 

tersebut
3
. 

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan kerja, tenaga kerja outsourcing 

ketika kontrak kerja selesai baik itu karena berakhirnya masa kontrak maupun 

dengan cara mengundurkan diri secara sukarela tetap tidak akan mendapatkan 

uang pesangon dan uang jaminan pensiun dari perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja outsourcing tersebut, tenaga kerja outsourcing hanya akan mendapatkan 

gaji selama masa kerja mereka saja. 

Adapun perlindungan yang didapatkan oleh tenaga kerja outsourcing 

sangatlah lemah, terutama pada perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial: 

Perlindungan ekonomis sangat berkaitan erat dengan permasalahan gaji 

yang akan diterima oleh tenaga kerja outsourcing itu sendiri, hal itu mengenai  

gaji pokok maupun gaji tunjangan-tunjangan lainnya yang akan diterima oleh 

tenaga kerja outsourcing. Jadi, permasalahan gaji yang diterima oleh tenaga 

kerja outsourcing tersebut hanya menguntungkan pihak dari penyedia jasa 

tenaga kerja saja, tenaga kerja outsourcing  hanya menerima gaji pokok dan 

tunjangan ketika tenaga kerja outsourcing masih bekerja, sedangkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat (1) tentang 

Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa “setiap tenaga kerja berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”. Sedangkan masih ada gaji-gaji yang lain yang tidak diterima 

seperti gaji untuk pembayaran pesangon, gaji untuk perhitungan pajak 

penghasilan, gaji tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaan, dan juga seharusnya tenaga kerja outsourcing juga berhak untuk 

menerima uang makan karena waktu yang dihabiskan oleh pekerja di tempat 

kerja juga membutuhkan energi dimana waktu kerja juga terhitung lama sesuai 

dengan pengaturan jam kerja, dibandingkan dengan tenaga kerja biasa tenaga 

                                                             
3
Fauzi Ridzal, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2000, Hlm. 5 
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kerja outsourcing hanya menerima sedikit penjaminannya mengenai 

permasalahan gaji, hendaknya pengaturan mengenai pengupahan diperbaiki agar 

tenaga kerja lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan juga dapat 

memperbaiki taraf kehidupannya. 

Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja, yang dimana 

perlindungan tersebut berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang 

memungkinkan tenaga kerja tidak dapat menikmati dan mengembangkan 

kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, khususnya sebagai 

anggota masyarakat dan anggota keluarga
4
. 

Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja outsourcing tidak ada jaminan 

mengenai tunjangan di hari tua dan jaminan pensiun, tetapi dijamin ketika 

terjadi kecelakaan kerja, ketika terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan 

pekerjaan yang berhungan dengan listrik PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Kota Banda Aceh, selaku perusahaan 

yang menyewa jasa tenaga kerja outsourcing akan bertanggung jawab dan juga 

apabila terjadi kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan yang berhubungan 

dengan listrik  menyebabkan terenggutnya nyawa tenaga kerja outsourcing, 

perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing dan perusahaan yang menyewa 

jasa outsourcing (PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Kota Banda Aceh) akan memberikan kompensasi kepada 

tenaga kerja outsourcing, dan kompensasinya adalah berupa uang yang pantas 

atas kejadian tersebut
5
. 

Kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) 

dalam praktik outsourcing ini disamping menimbulkan penderitaan bagi tenaga 

kerja juga berdampak pada kemajuan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, 

                                                             
4
Endri Hastuti, dalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Outsorcing 

(studi Kasus di PT Lor International Hotel Solo), Surakatarta : Universitas Muhammadiyah, 

2017,  diakses melaui situs https://eprints.ums.ac.id/54918/, tanggal 18 Desember 2020, hlm 7-8 
5
 Hasil wawancara dengan M.Ichsan Satpam PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 November 2020 

https://eprints.ums.ac.id/54918/
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untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  perlu 

diadakannya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang 

bersangkutan sebelum terjalinnya hubungan kerja yang selanjutnya akan berlaku 

tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan 

sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan penyelesaian perselisihan dan 

pemutusan hubungan kerja untuk setiap tenaga kerja
6
. 

 Setiap tenaga kerja baik tenaga kerja biasa maupun tenaga kerja 

outsourcing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Salah satu hak tenaga 

kerja ialah hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Pasal 86 Ayat (1), Huruf a 

tentang Ketenagakerjaan bahwa “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 

perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan baik dan mendapat haknya”. 

 Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengangkat judul 

“PERLINDUNGAN TERHADAP JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

OUTSOURCING DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan latar belakang di atas 

tersebut, maka pokok pembahasan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh? 

                                                             
6
 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, Jakarta; PT Grafindo, 2014, 

Hlm. 5 
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2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh; 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan jaminan 

sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi pemerintah, tenaga kerja Perusahan dan pemimpin perusahaan 

yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja 

perusahan dan diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan 

mengenai akan pentingnya menjamin dan menjaga keselamatan kerja tenaga 

kerja perusahaan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam mengukuhkan keaslian penulisan ini, maka perlu dilakukan 

penelaah kepustakaan untuk melihat penelitian sebelumnya yang sama dengan 

pembahasan penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

jaminan sosial tenaga kerja outsourcing yang ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelusuran 

kepustakaan terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini 

namun terdapat perbedaan, diantaranya: Rosyida Uyunun Nafi’ah dan Gunarto, 

2020, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Jurusan Ilmu Hukum dengan 
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judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, dalam 

penelitian tersebut Rosyida Uyunun Nafi’ah dan Gunarto mendeskripsikan 

tentang perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang ada di Indonesia 

berdasarkan sistem outsourcing
7
. Sedangkan dalam penelitian ini 

mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

M. Hasri Garikamansyah, 2020, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, 

Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Normatif Pekerja Outsourcing”, dalam penelitian tersebut M. Hasri 

Garikamansyah mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap hak-hak normatif pekerja outsourcing dan apa saja yang menjadi 

kendala dalam pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing tersebut
8
. Sedangkan 

dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan jaminan 

sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan kemudian dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Agung Rahayu, 2019, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Jurusan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Tenaga Kerja  Outsourcing (studi kasus di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah 

Madiun)”, dalam penelitian tersebut Agung Rahayu mendeskripsikan tentang 

bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Rumah 

                                                             
7
Rosyida Uyunun Nafi’ah dan Gunarto, dalam jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), 2020, diakses melaui situs 

http://jurnal.unissula.ac.id, tanggal 20 januari 2021 
8
 M. Hasri Garikamansyah, dalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Normatif Pekerja Outsourcing, (Palembang: Universitas Sriwijaya), 2020, diakses melalui situs 

https://repository.unsri.ac.id, tanggal 20 januari 2021 

http://jurnal.unissula.ac.id/
https://repository.unsri.ac.id/
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Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dan bagaimana penyelesaian sengketa apa saja 

yang diberikan apabila ada tenaga kerja yang melanggar perjanjian oursourcing 

yang telah disepakati
9
. Sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang 

bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam 

mengartikan dan menafsirkan beberapa bentuk istilah yang tedapat pada judul 

penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul penelitian, diantaranya: 

1. Perlindungan hukum 

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau suatu hal atau 

keadaan dimana seseorang atau subjek hukum dapat memberikan suatu 

perhatian khusus baik yang berbentuk simpati atau empati yang dapat 

diberikan kepada seseorang atau subjek hukum lainnya. Hukum menurut  

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropronoto adalah peraturan-peraturan 

yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam 

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 

berwenang. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang 

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran dari 

                                                             
9
Agung Rahayu, dalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja  

Outsourcing (studi kasus di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun), (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta), 2019, diakses melaui situs http://www.eprints.ums.ac.id, tanggal 20 

januari 2021 

http://www.eprints.ums.ac.id/
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fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian
10

.  

2. Jaminan Sosial 

Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam 

bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 

keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
11

. 

3. Tenaga kerja Outsourcing 

Tenaga kerja outsourcing (tenaga kerja kontrak) adalah tenaga kerja 

yang bekerja pada suatu perusahaan dengan batas waktu tertentu yang 

didasari atas suatu perjanjian atau kesepakatan bersama
12

. 

4. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah undang-undang yang 

mengatur tentang Ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang 

Ketenagakerjaan; 

b. Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 4 Huruf c tentang 

Ketenagakerjaan; 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Pasal 86 Ayat (1) Huruf a 

tentang ketenagakerjaan; 

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat (1) tentang 

Ketenagakerjaan. 

                                                             
10

Nurhidayah Marsono, Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia, 

(Yogyakarta: Redaksi Duta Media), 2020, hlm. 72-74 
11

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
12

Hadion Wijoyo, dkk, Dosen Inovatif New Normal, (Sumatera Barat: CV Insan 

Cendikia Mandiri), 2021, hlm. 173 
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Selain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketengakerjaan, penulis juga merujuk dari beberapa Peraturan Perundang-

undangan yang lain, diantaranya: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

27 Ayat (2) mengatur tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Pasal 1 

Ayat (1)  tentang Upah Minimum 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan (hukum yang dilihat sebagai 

norma atau das shollen) karena dalam membahas permasalahan penelitian 

ini menggunakan bahan-bahan hukum yang menekankan pada pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mendeskripsikan tentang 

perlindungan terhadap jaminan sosial kerja tenaga kerja outsourcing  yang 

ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (studi kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian ini  adalah deskriptif analisis. Adapun 

pengertian deskriptif analisis menurut Sugiono merupakan suatu metode 

penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran 

terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini melalui data 

atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata 
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lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengarahkan suatu 

permasalahan dan memfokuskan pada masalah-masalah sebagaimana 

adanya pada saat penelitian skripsi ini dilaksanakan, hasil penelitian yang 

kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.
13

 

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan mendeskripsikan tentang 

perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing yang 

ditinjau menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 (studi kasus di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh). 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh 

data, seperti dokumen dan narasumber. Sumber data penelitian kualitatif 

bukan hanya narasumber dan dokumen, bahkan pada penelitian yang bersifat 

kualitatif juga berfokus pada hukum sebagai gejala sosial sekalipun, sumber 

data biasa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber. Dalam 

penelitian kualitatif, sumber data disebut “social situation“ yang terdiri dari 

tiga elemen. Pertama tempat (place), kedua pelaku (actors), dan ketiga 

aktivitas (activity), ketiganya berinteraksi secara sinergis. Jadi jelaslah 

bahwa sumber data sangat luas dan beragam. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan 

mendapatkan keterangan, informasi, data-data atau bukti-bukti yang 

diperlukan dalam penelitian skripsi melalui penelitian kepustakaan (library 

research) dan penelitian lapangan (field research). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan 

identifikasi wacana dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, 

yurisprudensi ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung,: Alfabeta), 

2006,  hlm. 29 
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penulisan penelitian skripsi ini guna untuk mencari data-data yang berupa 

catatan, transkip, buku dan sebagainya yang beritan dengan perlindungan 

hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing yang ditinjau 

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Data merupakan hasil dari 

pencatatan yang ditemukan dan didapatkan oleh peneliti baik yang berupa 

fakta maupun angka
14

. Dalam melakukan penelitian perlu adanya proses 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang 

disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

skripsi ini, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan langsung) adalah kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan penelitian langsung di lokasi yang akan menjadi 

objek penelitian dari skripsi ini yaitu di lingkungan PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, 

sehingga mendapat gambaran secara detail dan terperinci tentang 

perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing 

sebagai objek dalam penelitian skripsi ini. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada pihak-pihak yang ada di lingkungan PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh (Kepala, Manager Dan Tenaga Kerja Outsourcing) dan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Dalam proses wawancara terjadi interaksi 

dan komunikasi langsung antara pihak peneliti (yang mewawancarai) 

dan narasumber (pihak PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

                                                             
14

Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 

1983,  hlm. 8. 
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Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Banda Aceh yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

ditanyakan oleh peneliti. Wawancara yang akan peneliti lakukan sudah 

terstruktur dan sistematis (sudah disiapkan oleh peneliti jauh hari 

sebelum proses wawancara dilakukan)
15

. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara langsung kepada pihak tenaga kerja PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai sampel 

untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian dalam skripsi ini, akan tetapi 

dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data yang akan diperlukan 

pada saat proses wawancara berlangsung. Dokumentasi merupakan 

kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan, foto dan sebagainya
16

.  Data 

dokumentasi yang peneliti perlukan dalam penelitian skripsi ini berupa 

data para tenaga kerja outsourcing yang terlibat dalam pekerjaan dengan 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh yang akan dijadikan rujukan dan sumber referensi 

untuk data sekunder. 

d. Populasi dan Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan yang dimiliki oleh 

suatu populasi atau yang biasa disebut juga sebagai wakil dari populasi 

yang akan menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Sedangkan 

populasi adalah keseluruhan atau gabungan objek penelitian yang akan 

menjadi peneliti dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam 

                                                             
15

 Ruslan dan Rosady, Metode Penelitian: Public relations & komunikasi, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 23 
16

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia,1991, 

hlm. 129. 
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penelitian ini adalah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

Jumlah sampel untuk diwawancara peneliti memilih 3 orang 

tenaga kerja outsourcing dari 396 orang tenaga kerja outsourcing di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh yang menjadi keseluruhan subjek penelitian yang 

ada di dalam cakupan penelitian skripsi ini. 

5. Objektivitas dan validitas data 

Penetapan keabsahan suatu data memerlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferbility), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability)
17

. 

Selanjutnya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data tersebut bisa 

dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi 

yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi 

yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari 

teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu
18

. 

Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik, 

triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti 

                                                             
17

Lexi Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rosdakarya, 2007, 

hlm. 324 
18

Sandi Hesti Sondak, dalam jurnal Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas 

Pendidikan Daerah Proviinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi, Vol. 

7 No. 1 Januari 2019, diakses melaui situs https://ejournal.unsrat.ac.id, tanggal 18 Desember 

2020, Hlm 676 
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peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dengan teknik yang sama. Triangulasi teori dilakukan dengan 

membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi 

dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan 

subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan
19

. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil angket, tes, 

dan data hasil wawancara serta dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis 

data yang didapatkan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain
20

. Teknik analisis data 

yang peneliti gunakan dalam menganalisis objek penelitian dalam skripsi ini 

adalah dengan cara mengumpulkan data yang  terkait dengan kontrak kerja 

dan jaminan yang diperoleh oleh tenaga kerja outsourcing guna melihat 

perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. PLN (persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati Kota Banda Aceh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan 

membahas secara umum dan secara khusus mengenai perlindungan hukum 

terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing ditinjau Menurut Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengikuti 

sistematika sebagai berikut : 

 

 

                                                             
19

 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang : UNPAM Press, 2018, Hlm 162 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta,1998, hlm. 145. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan teori perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja 

outsourcing serta dasar hukum apa saja yang digunakan dalam melindungi 

jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing.  

BAB III : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan 

dilokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Kota Banda Aceh 

mengenai tentang bagaimana pelaksanan Jaminan Sosial terhadap tenaga kerja 

oursourcing dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Kota Banda Aceh. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis 

akan menyimpulkan inti dari keseluruhan isi dan juga diungkapkan beberapa 

saran yang diperlukan sebagai masukan maupun perbaikan dari hasil penelitian. 
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BAB DUA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  JAMINAN SOSIAL TENAGA  

KERJA OUTSOURCING 

A. Konsep Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut 

dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan 

dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan 

melindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, protection adalah 

the act of protecting
1
. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung 

makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang 

lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan 

segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai 

seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan 

dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
2
. 

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data 

berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Hukum berfungsi 

untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan 

yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-

individu lain atau Pemerintah sendiri  maupun Pemerintah asing. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat Roscue Pond yang mengemukakan bahwa 

                                                             

1
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West, 2009, hlm 

1343. 
2
Putri Andiani Fajarwati, dalam skripsi Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap 

Putusan Pengadilan Atas Sita Eksekutorial Pada Objek Tanah dan Bangunan yang Sudah 

dibebani Hak Tanggungan dihubungkan dengan HIR JUNCTO Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tengungan Hak Tanggungan, Universitas Pasundan, 2018, diakses melalui situs 

https://repository.unpas.ac.id/38425/, tanggal 26 Agustus 2021, Hlm. 16 

https://repository.unpas.ac.id/38425/
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hukum untuk melindungi kepentingan manusia (law as tool of social 

engineering), dikarenakan kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang 

harus dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Hal ini juga 

diperjelas oleh Sudikno Mertukusumo bahwa dalam fungsinya sebagai 

perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan 

mempunyai sasaran yang harus dicapai. 

Secara filosofi, perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk 

kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum oleh 

aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan 

hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya yang cenderung 

melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini 

berpendapat bahwa hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan untuk 

menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum
3
. Jadi, perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam 

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian
4
. Adapun 

pengertian perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers “menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga Negara 

                                                             

3
Serlika Aprita, Perlindungan Hukum (Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan 

Tenaga kerja atas Akuisisi Perusahaan), Jawa Timur : CV. Pustaka Abadi, 2019, Hlm, 36 
4
 Rahayu, dalam skripsi Pengangkutan Orang (studi tentang perlindungan hukum 

terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalinda Indah), Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah,  2009, diakses melalui situs: http://eprints.umm.ac.id, pada tanggal 07 

September 2021 
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dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
5
. 

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa para ahli mengenai 

pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: 

a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam rangka kepentingannya tersebut
6
. 

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
7
. 

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia
8
 

d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan 

segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, 

                                                             

5
 Republik Indonesia, Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers, hlm 8 
6
Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, 

hlm 121 
7
Setiono, dalam jurnal Rule of Law (supermasi hukum), vol. 3 No.2 2019, Surakarta: 

Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, diakses melalui situs https://e-

journal.uajy.ac.id, tanggal 07 September 2021, hlm.3. 
8
Muchsin, dalam jurnal Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di 

Indonesia,  Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, diakses 

melalui situs https://e-journal.uajy.ac.id, tanggal 07 September 2021, hlm 14 
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sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum
9
. 

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum 

sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw 

Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, 

mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan 

yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga 

berperan pada aktivitas sehari-hari”
10

.  

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Outsourcing 

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terhadap tenaga kerja atas tindakan-tindakan 

pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja 

(during employment) dan masa setelah bekerja (Post employment). Dalam 

upaya perlindungan hukum ini, “Intervensi pemerintah terwujud lewat 

kebijakan dan hukum ketenagakerjaam yang tertuang dalam berbagai 

Peraturan Perundang-Undangan”
11

, kemudian lewat Perundang-undangan ini 

diletakkan serangkaian hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada masing-

masing pihak, bahkan diantaranya disertai dengan sanksi pidana dan denda. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tidak ditemukan kata outsourcing secara langsung, namun Undang-undang 

ini merupakan Undang-Undang  yang mengatur tentang permasalahan 

outsourcing. Istilah yang dipakai dalam Undang-Undang ini adalah 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. 

                                                             

9
Hetty Hasanah, dalam  jurnal Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, 2003, diakses melalui situs 
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 Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh 
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Aturan yang mengatur tentang outsourcing dapat ditemukan dalam Pasal 64 

sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan
12

. 

Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa “perusahaan dapat menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja”. 

Selanjutnya dalam Pasal 65 Ayat (1) menyatakan bahwa “penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”, dan 

kemudian dalam Ayat (2) menjelaskan tentang perlindungan kerja dan 

syarat-syatat kerja bagi tenaga kerja outsourcing yang menyatakan bahwa 

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain  harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, 

dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan 

dan tidak menghambat proses produksi secara langsung”
13

. 

Dan yang terakhir dalam Pasal 66 Ayat (1) menyatakan bahwa 

“Tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk 

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses produksi”, Juga Pasal 66 Ayat (2) Huruf (c) menjelaskan 

bahwa “perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun 
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Made Mahendrawati, dalam jurnal Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis, 

Kertha Wicaksana, Vol.15 No.2 2009, diakses melalui situs tanggal 10 september 2021, 

Hlm.151 
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penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan tenaga 

kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
14

 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dilakukan agar hak-hak 

tenaga kerja tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan 

kerja kedudukan/posisi para pihak tidak sejajar, dimana tenaga kerja berada 

pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga 

dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran atas 

hak-hak mereka. Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja 

merupakan amanah dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan, seperti 

dikatakan oleh Senjun H. Manulang, bahwa tujuan hukum perburuhan itu 

adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 

ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak 

terbatas dari pengusaha
15

. 

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja 

outsourcing belum dapat dikatakan maksimal, hal ini terlihat dari fakta yang 

menjadikan tenaga kerja outsourcing selalu berada pada posisi yang lemah, 

yang tidak dapat berbuat banyak ketika suatu perusahaan membuat 

kebijakan. Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam beberapa 

Peraturan Perundang-undangan hanya dijadikan “kedok” dalam upaya 

meredam terjadinya aksi kekerasan, kekacauan, perusakan yang dilakukan 

oleh tenaga kerja karena merasa hak mereka tidak dilindungi oleh 

perusahaan tempat mereka bekerja. Perlindungan hukum tenaga kerja akan 

mencakup: 
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Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 
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a. Norma keselamatan kerja; 

b. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan; 

c. Norma kerja
16

. 

Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Zaeni 

Asyhadie, perlindungan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: 

a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan dalam bentuk 

penghasilan yang cukup; 

b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam 

bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan 

perlindungan hak untuk bernegosiasi; 

c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam 

bentuk keamanan dan keselamatan kerja. 

Adanya perlindungan-perlindungan tersebut menjadi faktor bagi 

tenaga kerja untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Dengan adanya 

perlindungan tersebut, tenaga kerja dapat menjalani hidupnya dengan lebih 

nyaman dan lebih terjamin karena tidak terdapat kekhawatiran dari pekerja 

akan nasib dirinya dan keluarganya secara ekonomis, sosial dan teknis
17

. 
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Serlika Aprita, Perlindungan Hukum (Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan 
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B. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Tenaga kerja 

Dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja ada beberapa Peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur, antara lain adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan 

“setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”
18

, yang berarti setiap warga Negara Indonesia berhak 

untuk menyejahterakan hidupnya dengan mempunyai pekerjaan yang layak. 

Kemudian di dalam Pasal 28D Ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) “setiap 

orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang berarti bahwa 

implementasi hanya dapat dilakukan dengan penegakan supremasi hukum 

bagi setiap lapisan masyarakat tanpa memandang agama, ras, kedudukan dan 

lain sebagainya, dan (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”
19

, yang 

artinya bahwa semua orang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-

mena di dalam lingkungan kerja. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

adalah Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan Tenaga Kerja 

dalam segala bidang baik dalam bidang pekerjaan maupun tempat kerja, baik 

di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, 

yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia
20

 serta 

prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), hlm 5 

19
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan kedua Pasal 28 D Ayat 
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Karena setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas 

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi serta produktivitas nasional dan setiap orang lainnya 

yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya
21

. 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh; 

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, 

berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta 

mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap 

warga Negara. Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, 

pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat 

pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab. Serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk 

memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan 

pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
22

. 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh Serikat bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak 

dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi 

pekerja/serikat dan keluarganya
23

. 
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah kerja. Adapun tujuan 

dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah: memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan 

pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
24

. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 juga mengatur tentang hubungan 

antara tenaga kerja dengan perusahaan serta hak-hak dan kewajiban tenaga 

kerja dan perusahaan. 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial; 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial yaitu hubungan yang berkaitan dengan kepentingan 

antara tenaga kerja dengan perusahaan, baik itu Perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
25

. 
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7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial; 

Dalam ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja 

lembaga yang berwenang menyelenggarakan ialah BPJS Ketenagaakerjaan. 

BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial ,yaitu : 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan 

kematian. BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik 

memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi seluruh tenaga kerja melalui 4 

(empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan
26

. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian 

Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan; 

Perjanjian tentang syarta-syarat perburuhan antara serikat buruh 

dengan majikan merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat 

atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada Kementerian 

Perburuhan dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau 

perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada 

umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat, yang harus diperhatikan 

di dalam perjanjian kerja
27

, dan di dalam perjanjian perburuhan harus dibuat 

dengan surat resmi atau surat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak
28

. 
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C. Jaminan Sosial 

1. Pengertian Jaminan Sosial 

Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan 

dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman 

yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. 

Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau 

rakyat. Kedua arti tersebut, jika dianalogikan pihak yang satu adalah negara 

serta pihak yang lain adalah masyarakat (warga negara), sehingga dapat 

diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk 

menyetorkan iuran kepada Negara secara kolektif dan universal guna 

menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga Negaranya yang 

membutuhkan
29

. 

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warga Negaranya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, seperti dalam bidang dari 

kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau 

perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, 

usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. 

Adapun pengertian jaminan sosial menurut beberapa para ahli, yaitu: 

a. Imam Soepomo mengatakan jaminan sosial adalah pembayaran yang 

diterima pihak buruh untuk menjamin kepastian pendapatan dalam 

hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi 

menjamin kepastian pendapatan apabila buruh kehilangan upahnya 

karena alasan di luar kehendaknya. 
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b. Kertonegoro mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan konsepsi 

kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi 

masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka 

mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan 

bantuan kepada golongan ekonomi rendah
30

. 

c. Monika Queisser mengatakan jaminan sosial sebenarnya dipahami 

sebagai jumlah total semua nilai atau aturan sosial yang dirancang 

tidak hanya untuk menjamin kelangsungan hidup fisik suatu 

kelompok individu atau masyarakat, tetapi juga untuk memberikan 

perlindungan yang komprehensif dari risiko yang mungkin mengacu 

pada penurunan daya hidup yang tidak dapat diramalkan dan 

konsekuensi yang dapat ditanggung sendiri oleh mereka yang terkena 

dampak. 

d. Purwoko mengemukakan bahwa konsep jaminan sosial sebagai suatu 

skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan, 

khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap 

berbagai risiko atau peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, 

kecelakaan, kematian, PHK sebelum usia pensiun, dan hari tua. Oleh 

karena itu, kehadiran jaminan sosial adalah selain untuk menjamin 

atau melindungi individu secara fisik, juga untuk meminimalisir 

adanya risiko yang mungkin terjadi
31

. 

Jadi, jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan 
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yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 

keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua dan meninggal
32

. 

Pada dasarnya program jaminan sosial merupakan bentuk tanggung 

jawab negara dalam memberikan  perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia terutama para pekerja yang sangat rentan 

terhadap resiko-resiko ketika bekerja, yakni memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja 

dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua 

maupun meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan ketenangan kerja 

bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin 

meningkat
33

. Adapun ruang lingkup jaminan sosial meliputi: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam 

hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, tenaga kerja 

dalam menjalankan pekerjaannya tentu tidak akan lepas dari risiko-risiko 

yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Misalnya risiko kecelakaan kerja 

yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. 

Jaminan kecelakaan kerja yang diberikan berupa uang tunai 

dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. Kriteria kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang 

terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam 
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perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit 

yang disebabkan oleh lingkungan kerja
34

. 

b. Jaminan Kematian 

Jaminan kematian adalah suatu jaminan bagi tenaga kerja yang 

meninggal dunia bukan diakibatkan kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada 

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Sesuai 

dengan isi Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian menyebutkan bahwa “jaminan kematian yang 

selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan 

kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja”. 

Jaminan kematian memiliki maksud untuk turut meringankan 

beban keluarga yang telah ditinggalkan dengan memberi santunan uang 

tunai. Pekerja yang meninggal bukan diakibatkan kecelakaan kerja telah 

pasti akan kehilangan penghasilannya yang sangat berpengaruh bagi 

kehidupan ekonomi keluarga yang telah ditinggalkan. Sama dengan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian juga hanya 

ditujukan bagi peserta yang membayar administrasi. Pada hal ini jaminan 

kematian tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan serta disita oleh 

siapapun
35

. 
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c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan tunjangan wajib 

perusahaan bagi tenaga kerjanya untuk menunjang kesehatan dan 

kesejahteraan tenaga kerja dalam perusahaan. Jaminan pemeliharaan 

kesehatan telah diatur oleh pemerintah dalam program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bersama dengan tunjangan lain yaitu di 

antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan 

kematian. Namun untuk jaminan pemeliharaan kesehatan perusahaan 

dapat mengelola sendiri dengan manfaat yang lebih baik dari pelayanan 

yang diberikan oleh pihak JAMSOSTEK
36

. 

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan 

(kuratif). Oleh karena itu, upaya penyembuhan memerlukan dana yang 

tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perorangan, maka 

sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat 

melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu, pengusaha 

tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja 

yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), 

penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), jaminan 

pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan 

juga untuk keluarganya. Namun demikian, khusus untuk jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditenankan kepada aspek 
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kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lainnya yaitu 

aspek promotif dan preventif
37

.  

d. Jaminan Pensiun 

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya. Jaminan pensiun adalah pembayaran berkala jangka panjang 

sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta 

mencapai usia tua. Adapun jaminan yang diberikan berupa manfaat atau 

penghasilan yang berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada 

peserta setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau 

meninggal dunia
38

. 

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 

penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat 

total tetap
39

. 

e. Jaminan Hari Tua 

Pengertian jaminan hari tua menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang 

selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan 

sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, 

atau mengalami cacat total tetap. 
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Dalam kepesertaan Jaminan Hari Tua pemberi kerja memiliki 

kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT 

kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan yang dimana 

peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja dan bahkan 

orang asing yang bekerja di Indonesia tidak kurang dari 6 (enam) 

bulan
40

. 

Jaminan hari tua (JHT) merupakan jaminan yang memberikan 

kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala 

pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 Tahun) atau memenuhi 

persyaratan tertentu. Masalah JHT ini Sentanoe Kertonegoro 

berpendapat, jaminan hari tua (JHT) memberikan santunan pada saat 

tenaga kerja mencapai umur 55 Tahun, mengalami cacat tetap dan total, 

meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali lagi, atau 

mengalami PHK dengan masa kepesertaan setidak-tidaknya 5 (lima) 

Tahun”
41

 

2. Jaminan Sosial Terhadap Tenaga kerja Outsourcing 

Perlindungan jaminan sosial pekerja bagi pekerja merupakan 

pemenuhan hak dasar yang melekat pada diri tenaga kerja/hak asasi manusia 

yang harus dilindungi. Pada hakikatnya perlindungan jaminan sosial tenaga 

kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian penghasilan keluarga 
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sebagai ganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat 

risiko-risiko yang terjadi akibat dari hubungan kerja”
42

. 

Secara substansial hak-hak tenaga kerja outsourcing dalam jaminan 

sosial sama dengan hak-hak tenaga kerja tetap, yakni tata cara pembayaran 

iuran serta tata cara pembayaran jaminan adalah sama. Yang membuat beda 

adalah tentang permasalahan gaji. Gaji tenaga kerja outsourcing biasanya 

lebih kecil daripada gaji tenaga kerja tetap. Hal ini tentu saja mempengaruhi 

jumlah nominal  klaim yang diterima oleh tenaga kerja
43

. 

Di Indonesia ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang 

jaminan sosial bagi tenaga kerja, jaminan sosial yang berlaku bagi para 

tenaga kerja outsourcing ialah sama dengan jaminan sosial para tenaga kerja 

lainnya. Adapun  Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan sosial, 

diantaranya: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Pengaturan tentang jaminan sosial sejatinya telah dimuat di 

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada prinsipnya jaminan 

sosial ketenagakejaan ini terus berubah sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan para tenaga kerja. Pemikiran mendasar yang melandasi sistem 

jaminan sosial di Indonesia ialah Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 dan 

Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, dimana Pasal 28H Ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas 

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia yang bermartabat”
44

. 
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b. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Di dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: 

(1) jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga 

kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian 

dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai 

akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan keja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, dan 

(2) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa 

atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian di dalam 

Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa : setiap tenaga kerja berhak atas 

jaminan sosial tenaga kerja
45

. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap tenga kerja 

berhak memperoleh jaminan sosial, baik itu tenaga kerja tetap maupun 

tenaga kerja outsourcing. 

c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga telah diatur tentang jaminan sosial bagi temaga 

kerja, yaitu pada Pasal 99 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “setiap 

pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja”. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari kata “Setiap pekerja/buruh” 

memiliki arti bahwa tenaga kerja outsourcing juga berhak memperoleh 
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perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, sebab tenaga kerja outsourcing 

juga termasuk dalam pekerja/buruh sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang mengatakan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja”. Antara tenaga kerja non outsourcing dengan tenaga 

kerja outsourcing memiliki hak sama dengan tenaga kerja lainnya serta 

melalui perekrutan seperti halnya tenaga kerja biasanya hanya yang 

membedakan tenaga kerja outsourcing ditempatkan di perusahaan 

lainnya sebagai perusahaan pengguna outsourcing
46

. 

Kemudian dalam Pasal 65 Ayat 4 Undang-undang 

ketenagakerjaan, juga dijelaskan mengenai perlindungan kerja pada 

pekerjaan outsourcing sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan 

kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
47

. 

d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan 

program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, 

setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 

yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau 
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berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami 

kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun
48

. 

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa "Pemberi 

kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya 

sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai 

dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Perusahaan Penyedia Jasa 

tenaga kerja/perusahaan outsourcing secara yuridis memilki kewajiban 

untuk memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga 

kerja outsourcing. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal tersebut 

diawali dengan mendaftarkan dirinya dan tenaga kerja kepada BPJS 

Ketenagakerjaan, sebagai wujud bentuk perlindungan jaminan sosial 

tenaga kerja outsourcing yang menjadi tanggung jawab Perusahaan 

Penyedia Jasa tenaga kerja/perusahaan outsourcing.
49

. Ketika perusahaan 

pengguna jasa tenaga kerja/perusahaan outsourcing bertanggung jawab 

atas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja outsourcing, maka secara 

otomatis perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala 

rangkaian tugas dalam pemenuhannya. 

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan 

sosial nasional di dalam Pasal 18  juga dijelaskan tentang program 

program yang diatur dalam sistem jaminan sosial nasional, yaitu:  
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1) Jaminan kesehatan;
 

2) Jaminan kecelakaan kerja;
 

3) Jaminan hari tua
 

4) Jaminan pensiun, dan
 

5) Jaminan kematian
50

.
 

e. Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial 

Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan bahwa: jaminan 

sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak
51

. Di dalam Pasal 14 juga mengatur tentang jaminan sosial yang 

mengatakan bahwa: setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta 

program Jaminan Sosial
52

. Kemudian di dalam Pasal 16 Ayat (2) 

mengatakan bahwa: setiap orang  wajib memberikan data mengenai 

dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada 

BPJS
53

. 

Dari penjelasan Undang-Undang di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jaminan sosial berhak diperoleh oleh setiap tenaga kerja sebagai 

bentuk dari perlindungan sosial dan untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak. 
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Walaupun jaminan sosial yang diperoleh oleh tenaga kerja 

outsourcing sama dengan tenaga kerja tetap, namun sayangnya sampai 

saat ini masih belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang 

Jaminan Sosial untuk Tenaga kerja Outsourcing secara detail karena 

tanpa adanya aturan yang setara dengan Undang-Undang, kepastian 

hukum akan masih sulit dicapai. 

 

D. Tenaga Kerja Outsourcing 

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, mengartikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”
54

. Sedangkan 

outsourcing merupakan suatu bentuk penyerahan sebagian pekerjaan dari 

perusahaan pemberi pekerjaan, kepada perusahaan penerima pemborongan 

pekerjaan/Perusahaan Penyedia Jasa/pekerja atau buruh secara tertulis
55

. 

Menurut Hasibuan, tenaga kerja adalah seorang pekerja yang bekerja 

dibawah perintah orang lain serta mendapatkan kompensasi berupa uang dan 

jaminan. Sedangkan outsourcing merupakan penyerahan pekerjaan tertentu 

suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk 

membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Jadi, pengertian 

tenaga kerja outsourcing secara hukum diartikan sebagai seseorang yang dengan 

status bukan tenaga kerja tetap atau dengan kalimat lain, tenaga kerja yang 

bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara tenaga kerja 

dengan Perusahaan Pemberi Kerja atau tenaga kerja yang bekerja pada suatu 

instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau 
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kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 

yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk 

paling lama 2 (dua) Tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka 

waktu maksimal 1 (satu) Tahun, diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
56

. 

Tenaga kerja outsourcing juga mempunyai hak yang perlu dijamin oleh 

perusahaan. Tenaga kerja outsourcing tidak boleh melakukan pekerjaan yang 

berkaitan dengan pekerjaan utama (core business) perusahaan tersebut. Tenaga 

kerja outsourcing juga berhak atas perlindungan dari kecelakaan kerja. 

Perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing juga harus memiliki badan 

hukum dan memegang izin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh setempat, 

hal tersebut juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan
57

. 

Menjadi tenaga kerja atau pengusaha memang mempunyai kelebihan 

yang salah satunya adalah kesuksesan financial yang tidak terbatas, meskipun 

demikian profesi ini tetap memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus 

disikapi dengan bijak. Begitu juga dengan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja 

outsourcing
58

, berikut kekurangan dan kelebihan yang dimiliki tenaga kerja 

outsourcing: 

1. Kekurangan 

a. Tidak memiliki jenjang karir (tenaga kerja outsourcing harus siap 

mengikuti peraturan perusahaan. Sebagai tenaga kerja outsourcing 

harus siap menerima sistem kontrak dari perusahaan, yang mana 
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kondisi ini akan mempersulit setiap tenaga kerja untuk mendapatkan 

posisi yang lebih tinggi dan bahkan tidak mungkin. Kondisi inilah 

yang akhirnya menempatkan posisi tenaga kerja outsourcing hanya 

sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir); 

b. Masa kerja yang tidak jelas (tenaga kerja outsourcing sangat menjadi 

korban PHK, bahkan perusahaan bisa melakukan pemecatan dan 

memutus masa kerja tenaga kerja outsourcing jika perusahaan dalam 

keadaan kolaps); 

c. Kesejahteraan tidak terjamin (tenaga kerja outsourcing biasanya 

tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan, seperti 

halnya perusahaan biasanya tidak akan memberikan tunjangan 

kepada tenaga kerja outsourcing. Dengan jumlah gaji yang tidak 

terlalu besar serta tidak adanya tunjangan pasti akan mengurangi 

kesejahteraan setiap tenaga kerja outsourcing); 

d. Pendapatan yang terbatas (dengan penghasilan yang tidak terlalu 

besar dan sangat terbatas setiap bulannya, seringkali membuat 

kehidupan tenaga kerja outsourcing tidak dapat dikatakan yang 

layak. Apalagi jika kondisi perusahaan kurang baik, maka ancaman 

PHK semakin nyata); 

e. Pemotongan gaji yang tidak jelas (tidak adanya transpirasi 

pemotongan gaji tenaga kerja outsourcing semakin mengurangi 

tingkat kesejahteraan terhadap tenaga kerja outsourcing. Pemotongan 

gaji yang rata-rata 30% gaji tenaga kerja akan semakin mempersulit 

bagi tenaga kerja outsourcing)
59

. 
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2. Keuntungan 

a. Memudahkan calon tenaga kerja fresh graduate untuk mendapatkan 

pekerjaan. Dengan adanya sistem outsourcing mempermudah untuk 

memasukkan lamaran pekerjaan kebanyak perusahaan; 

b. Memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan bagi tenaga kerja yang 

mempunyai keahlian khusus serta dapat menentukan gaji yang akan 

didapatkan karena para pencari tenaga kerja dengan keahlian khusus 

sering menjadi incaran perusahaan; 

c. Mendapatkan banyak pengalaman dan relasi; 

d. Menambah pengalaman karena sering pindah kerja sehingga suatu 

saat jika keluar dari perusahaan outsourcing bisa menjadi tenaga 

kerja tetap di perusahaan tersebut; 

e. Memberi peluang bagi tenaga kerja outsourcing yang ingin 

mendapatkan skill tertentu dan memberi ruang yang cukup untuk 

pengembangan diri
60

. 

 

E. Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga 

kerja. Hukum ketenagakerjaan semua dikenal dengan istilah perburuhan. 

Apabila ditelaah dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan merupakan dua 

konsep hukum. Hukum dapat diartikan sebagai norma, yakni norma yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk 

norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Adapun 

pengertian tenaga kerja meliputi Pegawai Negeri, pekerja formal dan informal 

serta orang yang belum bekerja atau pengangguran. 
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Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang 

merupakan terjemahan dari arbeidsrecht adalah bagian dari hukum yang berlaku 

pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, antara buruh 

dengan buruh dan antara buruh dengan berkuasa. 

Adapun pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli, sebagai 

berikut: 

1. Mr. MG levenbach, hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai sesuatu 

yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja 

itu
61

. 

2. Molenaar, mengatakan hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari 

hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara 

pekerja dengan majikan, antara pekerja dengan pekerja dan antara 

pekerja dengan penguasa. Jadi, hukum ketenagakerjaan melibatkan tiga 

pihak, yakni pekerja, majikan dan penguasa (dalam hal ini pemerintah) 

3. Imam Soepomo, mengatakan hukum ketenagakerjaan adalah himpunan 

peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 

dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan 

menerima upah. Unsur-unsur yang mencakup adalah: himpunan 

peraturan, bekerja pada orang lain (di bawah pimpinan orang lain, 

menerima upah dan soal-soal yang berkenaan
62
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Hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara umum mempunyai dua sifat 

hukum yaitu sifat mengatur dan bersifat memaksa. Hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia bersifat mengatur karena hukum ketenagakerjaan di Indomesia 

mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Sifat hukum yang 

mengatur juga disebut juga bersifat fakultatif yang artinya hukum yang 

mengatur/melengkapi. Ciri utama dari hukum ketenagakerjaan yang bersifat 

mengatur ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa, 

dengan kata lain boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam 

perjanjian. Contohnya dalam pembuatan perjanjian kerja, perjanjian perusahaan 

dan perjanjian bersama Sedangkan hukum yang bersifat memaksa disebut juga 

sebagai hukum inforatif yang artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak 

dan tidak boleh dilanggar, seperti adanya penerapan sangsi terhadap 

pelanggaran atau tindak pidana dibidang ketenagakerjaan 
63

. 

Hukum ketenagakerjaan mempunyai beberapa landasan, yaitu sebagai 

berikut
64

: 

1. Landasan filosofis 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 (Lampiran 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 
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2. Landasan sosiologis 

Landasan sosiologis hukum ketenagakerjaan adalah pembangunan 

nasional melalui perlindungan dan penjaminan terhadap hak dasar, 

kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerjaan serta keluarganya. 

3. Landasan yuridis 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 

(Lampiran 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan). 

Sebagai suatu Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang- Undang 

Nomor 13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan baik apabila berlaku 

secara yuridis, empiris, sekaligus berlaku secara sosiologis. Pembangunan 

ketenagakerjaan salah satu upaya dalam mewudujkan pembangunan nasional 

diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan sehingga dapat terpelihara adanya 

ketertiban untuk mencapai keadilan. Tujuan dan fungsi tersebut akan tercapai 

apabila pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat 

memaksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang 

melanggarnya
65

. 
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BAB TIGA 

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  DI PT PLN 

(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN DAN PELANGGAN  

(UP3) MERDUATI, BANDA ACEH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh 

Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) adalah sebuah 

BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia 

Kelistrikan Indonesia dimulai pada akhir abad 19, bidang pabrik gula dan 

pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa 

perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh 

yang mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. 

Antara Tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan 

Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Pasukan 

Tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali 

terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah 

kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh 

listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama 

dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap presiden Soekarno 

untuk menyerahkan Perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden  Soekarno membentuk 

Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departmen Tenaga kerjaan Umum dan 

Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada Tanggal 1 Januari 1961 , Jawatan Listrik dan Gas diubah 

menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum-Perusahaan Listrik Negara) 

yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada Tanggal 

1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan Negara yaitu PLN 
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sebagai pengelola Tenaga Listrik Milik Negara dan Perusahaan Gas Negara 

(PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. 

Pada Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, 

status PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan 

sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas 

menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka 

sejak Tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Perseroan (Persero) 

dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum 

sampai sekarang
1
. 

Perubahan status perusahaan tersebut ternyata membawa dampak 

sangat kuat bagi perkembangan Perusahaan Listrik Indonesia dalam 

menggapai orientasi dan obsesinya. Selain itu dalam rangka memaksimalkan 

peran perusahaan itu berbagai upaya telah dilakukan perusahaan ini, baik 

secara internal maupun secara eksternal. Perubahan internal misalnya dapat 

dilihat dari perubahan struktur organisasinya baik yang di Kantor Pusat 

maupun Daerah. Begitu juga secara eksternal, sekarang PLN telah 

melakukan ekspansi dengan membentuk unit-unit bisnis dan anak 

perusahaan sebagai unit pelaksanaannya. Unit wilayah yang dimiliki PLN 

terdiri dari 11 Wilayah kerja ditambah dengan kawasan Batam sebagai 

wilayah khusus. 

Wilayah tersebut antara lain: Wilayah I Aceh, Wilayah II Sumatera 

Utara,Wilayah III Sumbar-Riau, Wilayah IV Sumsel-Bengkulu-Jambi dan 

Bangka Belitung, Wilayah V Kalimantan Barat, Wilayah VI Kalimatan 
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Selatan, Timur dan Tengah, Wilayah VII Sulut Sulteng, Wilayah VIII 

Sulawesi Selatan dan Tenggara, Wilayah IX Maluku, Wilayah X Irian Jaya 

dan Wilayah XI Bali, NTT dan NTB. 

Untuk Daerah Istimewa Aceh Perusahaan umum Listrik Negara 

Wilayah Aceh, pada Tahun 1970 PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dan pada 16 

November 1993 surat keputusan kepada Menteri Keuangan Nomor B-

205/M/Sesneg/II/1993 tentang Pengalihan Bentuk Badan Usaha Perusahaan 

Umum Listrik Negara menjadi Persero. 

Proses Tanggal 17 Desember 1993 dengan SK Menteri 

Pertambangan dan Nomor 4564.K/702/M-PE/1993 tentang Tim Pengalihan 

Bentuk Perubahan Umum Listrik Negara menjadi PT PLN (Persero) dan 

pada Tanggal 20 Desember 1993 dengan SK Direksi Perum Listrik Negara 

Nomor 167.K/058/DIR/1993 tentang Tim Penyiapan Perubahan Badan 

Usaha Perubahan Listrik Negara menjadi Persero, yaitu: 

a. Pengalihan bentuk Perusahaan Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 1994; 

b. Penetapan model Persero dasar : Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 317/KMK.016/1994 Tanggal 28 Juni 1994 dengan dasar 

modal Rp. 63 triliun ditetapkan dan di setor penuh Rp.13 triliun; 

c. Penutupan Perum Listrik Negara/Pendirian PT. PLN (Persero) 

Wilayah NAD membentuk unit-unit lain seluruh daerah untuk 

membantu tugasnya. 

Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Wilayah NAD memiliki 6 (enam) 

Kantor Cabang dan 6 (enam) Rayon (ULP). Kantor cabangnya yakni: PLN 

Cabang Banda Aceh (UP3), PLN Cabang Sigli (UP3), PLN Cabang 

Lhokseumawe (UP3), PLN Cabang Meulaboh (UP3), PLN Cabang Langsa 
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(UP3) dan PLN Cabang Subulussalam (UP3). Rayon (ULP) yaitu: PLN Rayon 

Merduati, PLN Rayon Lambaro, PLN Rayon Sabang, PLN Rayon Jantho, PLN 

Rayon Keudeu being dan PLN Rayon Syiah Kuala
2
. 

2. Visi, Misi dan Moto 

a. Visi 

Menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 

pilihan pelanggan untuk solusi energi 

b. Misi 

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham; 

2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat; 

3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi; 

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

c. Moto 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. 

3. Maksud dan Tujuan Perseroan 

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi 

kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk 

keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang 

ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan 

menerapkan prisip-prinsip Perseroan Terbatas. 

                                                             

2
Yaumil Nabilla, dalam skripsi Analisi Metode Penilaian Persediaan Material Pada PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh, Banda Aceh: Fakultas 

Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, 2019, diakses melalui situs: 

http://repository.unmuha.ac.id  Tanggal 20 Oktober 2021, Hlm 38-40 

http://repository.unmuha.ac.id/
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4. Tata Nilai PLN 

a. Amanah (memegang teguh kepercayaan yang diberikan); 

b. Kompeten (terus belajar dan mengembangkan kapabilitas); 

c. Harmonis (saling pedulu dan menghargai perbedaan); 

d. Loyal (berdedikasi dan mengutamakan kapentingan Bangsa dan 

Negara); 

e. Adaptif (terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan); 

f. Kolaboratif (membangun kerja sama yang sinergis)
3
. 

5. Fungsi dan tugas pokok 

Secara garis besar tugas pokok serta fungsi setiap bagian di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Keuangan Umum 

Bagian ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan 

penyusunan anggaran belanja dan pendapatan. Serta melaksanakan 

pencatatan transaksi, aktivitas tetap, tenaga kerjaan dalam pelaksanaan 

serta persediaan barang serta melaksanakan perencanaan pengurusan 

sumber daya manusia, tata usaha kesektariatan dan rumah tangga serta 

keamanan lingkungan kerja. Serta melaksanakan pengadaan dan 

penyimpanan barang material, alat tulis kantor dan adminitrasi 

perbekalan. 

 

 

 

                                                             

3
www.pln.co.id Profil Perusahaan. Diakses melalui situs: https://web.pln.co.id/tentang-

kami/profil-perusahaan pada Tanggal 20 Oktober 2021 

http://www.pln.co.id/
https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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b. Bagian Niaga dan Pelayanan 

Bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan dan pengolahan pelayanan pelanggan. 

2) Pelaksanaan pencatatan jumlah pelanggan dan jenis tarif 

3) Pengalihan rekening pemakaian tenaga listrik. 

4) Pelaksanaan pencetakan rekening dan penagihan rekening 

tunggal. 

5) Pelaksanaan penyeluruhan dan pemberian informasi kepada 

masyarakat atau pelanggan. 

6) Pelaksanaan pembacaan KWh/meteran pelanggan. 

7) Pelaksanaan penyimpanan dokumen dan media data. 

8) Pelaksanaan pelayanan informasi hasil pengolahan data 

c. Bagian Jaringan dan Konstruksi 

Bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Mengendalikan tenaga kerjaan pembangunan jaringan distribusi. 

2) Melaksanakan efisiensi operasi konstruksi distribusi 

3) Memantau realisasi pelaksanaan investasi untuk pelaporan 

kepada Manajemen. 

4) Mengendalikan pelaksanaan penyambungan tenaga listrik 

5) Mengelola pergudangan dan persediaan materai distribusi. 

6) Mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa. 

7) Membuat laporan berkala sesuai bidangnya 

8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

9) Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi 

untuk mengoptimalkan beban dan jaringan efisiensi distribusi. 

10) Melakukan pengendalian atas tercapainya efisiensi operasi dan 

pemeliharaan aset jaringan distribusi respon time, recovery time 
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dan jumlah gangguan. Wewenangnya adalah mengatur operasi 

dan pemeliharaan jaringan dan gardu distributor dan 

mengendalikan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi. 

d. Bagian Perencanaan 

Bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik 

(RUPTL) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 

bersama dengan fungsi terkait. 

2) Memberikan masukan kepada Pemda dalam rangka penyusunan 

Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RKUD). 

3) Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik. 

4) Menyusun rencana pengembangan dan pembenahan sistem 

kelistrikan (JTM, JTR, dan gardu distribusi termasuk gardu 

induk). 

5) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Induk atas penanganan 

masalah pola rencana sistem JTL yang terkait dengan pihak 

eksternal/Pemda dan Instalasi lainnya. 

6) Mengkoordinasi fungsi terkait (pemasaran, niaga dan distribusi) 

dalam data PDPJ. 

7) Menyusun Load Forecasting (peramalan beban) trafo gardu 

distribusi, penyulang 20 kV dan rencana kebutuhan tenaga listrik 

APJ. 

8) Menyusun Kajian Kelayakan Operasi (KKO) dan Kajian 

Kelayakan Finansial (KKF) dan analisa manajemen resiko (bila 

diperlukan), pengembangan sistem kelistrikan dan dampak 

lingkungannya. 
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9) Mengkoordinir dengan fungsi terkait dalam merencanakan 

pengembangan aplikasi sistem teknologi Informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

10)  Mengelola dan mengevaluasi pemakaian aplikasi sistem 

teknologi informasi untuk menyusun rencana pengembangaam 

sistem teknologi informasi 

e. Bagian Transaksi Energi 

Bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Melakukan analisa dan evaluasi energi 

2) Menangani akurasi transaksi energi listrik internal perusahaan 

dengan unit lain dan pelanggan 

3) Menyusun dan melaksanakan program penurunan susut non-

teknis 

4) Mengendalikan kegiatan pemasangan, perubahan daya, 

pemutusan dan pemeliharaan APP. 

5) Mengendalikan operasi dan pemeliharaan AMR dan sistem 

telekomunikasi 

6) Mengelola penurunan saldo tunggakan 

7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Wewenangnya adalah 

membuat program penurunan tunggakan dan menganalisa 

penggunaan material-material APP. 
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B. Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga kerja Outsourcing di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh   

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Febrina Della, Tenaga kerja 

outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh berjumlah 396 orang yang sistem 

perekrutannya dengan cara melakukan pelelangan yang diberikan kepada 

beberapa Perusahaan Penyedia Jasa (vendor). Untuk pengadaan tenaga kerja 

outsourcing dilaksanakan oleh bagian perencanan PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

 Adapun tenaga kerja outsourcing yang berjumlah 396 orang ini, 

penempatan kerja sebagai berikut: 

a. Securiry ada 65 orang dari PT Palma  Nafindo Pratama 

b. Admnistrasi surat ada 9 orang dari PT Pribumi Jaya Utama 

c. Cleaning Service Taman  ada 10 orang dari PT Wahana Nusantara 

Elektrik 

d. Cleaning service gedung ada 26 orang dari PT Wahana Nusantara 

Elektrik 

e. Driver ada 3 orang dari PT Muamalah Bersama Syedara 

f. PABX ada 2 orang dari PT Zoelfadli Pratama 

g. Yantek ULP Jantho, ULP Keude Bieng dan ULP Syiah Kuala ada 82 

orang dari PT Darma Karya 

h. Yantek ULP Merduati, ULP Lambaro dan ULP Syiah Kuala ada 82 

orang dari PT Wahana Aceh Power 

i. Yankit ada 26 orang dari PT  Artha Melta  

j. Billman ada 91 orang dari PT Alam Hijau Energi 
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Adapun untuk pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing 

di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh itu diberikan  kepada perusahaan Penyedia jasa dan tanggung jawab 

Perusahaan Penyedia Jasalah untuk memberikannya kepada tenaga kerja 

outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan jaminan sosial terhadap tenaga 

kerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dibawah pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. 

Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing melalui 

Perusahaan Penyedia Jasa hampir sama dengan tenaga kerja tetap yang bekerja 

di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh, tetapi ada beberapa perbedaan salah satunya adalah di jaminan 

kesehatan dan ketenagakerjaan serta jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 

Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang diterima oleh tenaga kerja 

outsourcing lebih kecil daripada jaminan kesehatan dan ketanagakerjaan yang 

diterima oleh tenaga kerja tetap, sedangkan jaminan hari tenaga kerja 

outsourcing tidak menerima pesangon dan juga tidak mendapatkan jaminan 

pensiun seperti yang didapatkan oleh tenaga kerja tetap karena sudah diganti 

dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) setiap bulannya. 

Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh juga melakukan tindakan pemotongan gaji terhadap 

tenaga kerja outsourcing dalam hal-hal tertentu seperti tenaga kerja outsourcing 

yang telat datang dan cuti melahirkan akan dipotong jasa beserta haknya. Setiap 

tindakan ada konsekuensinya, seperti halnya terhadap tenaga kerja outsourcing 

yang melakukan kesalahan akan diberikan Sanksi. Sanksi yang diberikan oleh 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 
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Banda Aceh akan dilaporkan langsung kepada Perusahaan Penyedia Jasa 

bagaimana tindakan yang akan diambil selanjutnya, seperti tenaga kerja 

outsourcing yang selalu telat datang, mangkir disaat jam kerja dan kesalahan 

lain yang tidak dapat ditoleransi lagi. Kecuali ada beberapa peraturan yang di 

buat langsung dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan harus diikuti oleh tenga kerja outsourcing 

seperti wajib vaksin, dan apabila tenaga kerja outsourcing diberikan surat 

teguran atau sanksi dan dilaporkan ke Perusahaan Penyedia Jasa. 

Dengan adanya tenaga kerja outsourcing dapat memberikan keuntungan 

dan kerugian bagi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh dengan adanya tenaga kerja outsourcing adalah: 

a. Security, dengan adanya Security terbantunya sistem keamanan yang 

ada di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh karena dari tenaga kerja tetap tidak ada 

Securiry; 

b. Cleaning Service, dengan adanya Cleaning Servive terbantunya 

kebersihan di taman dan di gedung PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh; 

c. Bagian administrasi surat,  membantu jalannya adminitrasi yang ada 

dibagian tersebut di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

Sedangkan, kerugian yang didapatkan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dengan 

adanya tenaga kerja outsourcing misalnya ada tenaga kerja outsourcing yang 

telat datang dan mengambil cuti melahirkan dapat menghambat dan 
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memperlambat kinerja yang ada di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh menjamin mutu kinerja tenaga kerja outsorcing apabila 

kinerjanya tenaga kerja bagus maka akan diperpanjang kontrak, sedangkan 

apabila kinerjanya kurang memuaskan akan diminta ganti kepada perusahaan 

jasa yang bersangkutan. 

Jaminan sosial tenaga kerja outsourcing adalah dibawah tanggung jawab 

Perusahaan Penyedia Jasa. Pada saat pembuatan kontrak kerja kerja sama antara 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh dengan Perusahaan Penyedia Jasa sudah dimuatkan jaminan sosial 

yang akan diterima oleh tenaga kerja outsourcing, seperti jaminan kesehatan dan 

ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. 

Tenaga kerja outsourcing tidak ada jaminan untuk menjadi tenaga kerja 

tetap, walaupun tenaga kerja outsourcing sudah lama bekerja di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh. Jika tenaga kerja outsorcing ingin menjadi tenaga kerja tetap, tenaga kerja 

outsourcing harus mengikuti serangkaian tes dan perekrutan yang diadakan 

dipusat untuk menjadi tenaga kerja tetap
4
. 

Tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh merasa 

bangga bisa bekerja di PT PLN tersebut karena bisa membantu masyarakat 

dalam menangani listrik di seluruh Indonesia, kata Rini dan Hera yang 

merupakan tenaga kerja outsourcing di bagian Administrasi Surat. 

                                                             

4
Hasil wawancara dengan Febrina Della, Bagian Assistant/junior Office SDM dan 

Administrasi, Pada Jum’at, 15 Oktober 2021 
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Rini dan Hera sudah di bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dari Tahun 2014 sampai 

sekarang, dengan dua kali penandatanganan kontrak. Kontrak pertama dimulai 

dari Tahun 2014-2019 dan disambung dengan kontrak kedua pada Tahun 2019-

2024 nantinya. 

Tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh direkrut oleh Perusahaan Penyedia 

Jasa dengan cara melalui serangkai tes, baik itu tes tulis dan wawancara. 

Adapun sistem perekrutan yang dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa tidak 

menyulitkan tenaga kerja outsourcing. 

Adapun perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial yang diterima 

tenaga kerja outsourcing dan tenaga kerja tetap di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh adalah dalam 

bentuk jumlah dan kelas. Misalnya: 

a. Permasalahan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, apabila 

tenaga kerja outsourcing sakit mereka mendapatkan BPJS kelas 3 (tiga) 

sedangkan tenaga kerja tetap mendapatkan kelas 1 (satu), apabila tenaga 

kerja outsourcing ingin mendapatkan kelas 1 (satu) harus mengeluarkan 

biaya tambahan sendiri dan diluar tanggungan BPJS; 

b. Jaminan hari tua, tenaga kerja outsourcing tidak mendapatkan pesangon 

dan jaminan pensiun, karena jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk 

tenaga kerja outsourcing sudah diterima setiap bulannya selama tenaga 

kerja outsorcing bekerja, biasanya disebut Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan (DPLK). 

Perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial tenaga kerja outsourcing 

yang memiliki keahlian khusus yaitu tenaga kerja outsourcing bagian pelayanan 

teknik dengan tenaga kerja outsourcing biasa yang bekerja di PT PLN (Persero) 
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Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh adalah 

permasalah jumlah gaji yang diterima, tenaga kerja outsourcing bagian 

pelayanan teknik gajinya lebih besar daripada tenaga kerja outsourcing biasa. 

Tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan 

cuti dalam seTahun yakni 12 hari dan cuti melahirkan 3 (tiga) bulan. 

Tenaga kerja outsourcing selama bekerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh tidak 

mengalami hambatan atau kendala apapun, karena tenaga kerja outsourcing 

diperlakukan secara baik dan tidak ada perbedaan dengan tenaga kerja tetap. 

Sedangkan, jaminan yang diterima sudah merasa tercukupi untuk kehidupan 

sehari-hari, sambung Rini dan Hera
5
. 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Syahruddin, S.T yang 

bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, penulis dapat menyimpulkan 

tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh sudah dijamin Jaminan sosialnya oleh 

Perusahaan Penyedia Jasa. Tenaga kerja outsourcing yang bekerja sama dengan 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh periode 2019-2024, yaitu PT Teknik Andalas (tenaga kerjaan 

pengelolaan sarana transportasi), PT Wahana Nusantara Elektrik (tenaga kerjaan 

pemeliharaan gedung dan pertamanan), PT Wahana Aceh Power (pemborongan 

tenaga kerjaan pelayanan Teknik) dan PT Darma Karya Group (pemborongan 

tenaga kerjaan pelayanan Teknik). 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh yang bekerja sama dengan Perusahaan Penyedia Jasa 

                                                             

5
Hasil wawancara dengan Rini dan Hera, sebagai Tenaga Kerja Outsourcing di Bagian 

Administrasi Surat, Pada Selasa 26 Oktober 2021 
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harus ada perjanjian kerja bersama, semua peraturan harus dituangkan semua di 

dalam perjanjian kerja bersama tersebut, termasuk hak dan kewajiban masing-

masing pihak harus jelas. Apabila hak tenaga kerja yang seharusnya ada tetapi 

tidak dimuatkan ke dalam perjanjian kerja bersama itu bisa berbahaya bagi 

tenaga kerja outsourcing yang akan bekerja, sehingga terjadinya masalah 

pemotongan gaji tenaga kerja outsourcing misalnya untuk BPJS itu tidak boleh. 

Jadi tenaga kerja ousourcing itu harus ada BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 

yang dijaminan oleh Perusahaan Penyedia Jasa (vendor). 

Tenaga kerja outsourcing disebut juga sebagai Penyedia Jasa Tenaga 

kerja Buruh (PJPB). Yang masuk kedalam Penyedia Jasa Tenaga kerja Buruh 

(PJPB) yaitu, Cleaning Service, Security, Supir, Petugas Laundry dan Teknik 

Logam, selain dari itu masuk kedalam pemborongan tenaga kerja dan wajib 

mendapatkan BPJS. Sebagai contoh perjanjian kerja bersama PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan 

Perusahaan Penyedia Jasa, ada hak dan kewajiban masing-masing, ada dua item 

baik itu Penyedia Jasa Tenaga kerja Buruh (PJPB) maupun pemborongan tenaga 

kerja. Kemudian ada perjanjian kerja bersama antara perusahaan penyedian jasa 

dengan tenaga kerja outsourcing, misalnya ada namanya Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (PKWTT)/Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana 

didalamnya harus dituangkan hak dan kewajiban masing-masing, seperti 

jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dan harus jelas berapa yang 

ditanggung perusahaan dan berapa yang ditanggung oleh tenaga kerja dan 

dibuktikan oleh tenaga kerja tersebut harus mempunyai kartu bpjs dan 

pkwt/pkwtt wajib dicatatkan. 

Perjanjian kerja bersama itu dilakukan sesuai dengan dengan masa 

kontrak antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan Perusahaan Penyedia Jasa. Perusahaan 
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Penyedia Jasa harus punya peraturan perusahaan, peraturan perusahaan juga 

memuat aturan-aturan dan hak dan kewajiban. Peraturan perusahaan yang ada di 

Perusahaan Penyedia Jasa tidak boleh bertententangan dengan Peraturan 

Perundang-undang yang ada, apabila tidak sesuai Dinas Tenaga Kerja Kota 

Banda Aceh akan memeriksa dan melakukan pembinaan. 

Tenaga kerja outsorcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh tidak 

mendapatkan pengawasan langsung dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 

karena pengawasan tidak lagi di Kota Banda Aceh atau di Kabupaten/Kota 

tetapi di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, tugas Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda Aceh hanya membuat surat rekomendasi agar diperiksa oleh 

Pengawas Ketenagakerjaan apabila ada yang tidak sesuai serta melakukan 

pembinaan dan mengontrol pada saat tenaga kerja outsourcing melakukan 

pencatatan PKWT/PKWTT di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, apabila 

belum dilaksanakan PKWT/PKWTT perjanjian kerja bersamanya tidak disahkan 

oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga tidak bertanggung jawab 

terhadap tenaga kerja outsourcing yang bekerja dibawah PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, yang 

bertanggung jawab terhadap tenaga kerja outsourcing adalah PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan 

Perusahaan Penyedia Jasa. Maka dari itu, pada saat surat perjanjian kerja 

bersama antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan Perusahaan Penyedia Jasa harus jelas dan 

dijelaskan hak-hak tenaga kerja berapa dan terhadap apa-apa saja. Misalnya di 

dalam perjanjian kerja bersama sudah disebutkan bahwa Perusahaan Penyedia 

Jasa yang bertanggung jawab atas tenaga kerja outsourcing, berarti PT PLN 
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(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh lepas dan tidak ada tanggung jawab terhadap tenaga kerja ousourcing. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bersifat pembinaan, menyarankan 

dan musyawarah apabila ada pengaduan dari tenaga kerja outsourcing misalnya  

permasalahan BPJS yang belum dibayar oleh Perusahaan Penyedia Jasa, tenaga 

kerja outsourcing harus membuat laporan pengaduan terlebih dahulu biar 

diproses oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan apabila Perusahaan 

Penyedia Jasa tetap tidak mau membayar maka dilakukan sidang mediasi serta 

jika ada yang tidak sesuai Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh melalukan 

panggilan langsung terhadap Perusahaan Penyedia Jasa. Apabila tidak ada titik 

temu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh hanya bisa menyarakan Perjanjian 

Bersama dan Anjuran (Pengadilan Hubungan Industrual). Jadi, Dinas tenaga 

kerja tidak bisa bertindak apabila tidak ada pengaduan. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh akan melakukan tinjauan 

lapangan apabila ada pengaduan. Misalnya, permasalahan tentang perlindungan 

terhadap pemotongan gaji akan diberikan apabila ada pengaduan dan tidak 

dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama. Yang paling disarankan oleh 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh adalah bagaimana perusahaan menjaga 

hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja apabila ada 

permasalahan harus dilakukan secara damai. 

Jaminan sosial yang didapatkan tenaga kerja outsourcing sama dengan 

jaminan sosial tenaga kerja tetap, yaitu tenaga kerja outsourcing mendapatkan 

jaminan sosial kecelakaan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan 

kematian. Sedangkan dijaminan hari tua tenaga kerja outsourcing tidak ada 

pesangon dan jaminan pensiun, karena sudah dibayarkan setiap bulannya yang 

nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Item-item yang diberikan PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 
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Aceh kepada tenaga kerja ousourcing yaitu gaji pokok, tunjangan, tunjangan 

makan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh tidak membayarkan lagi pada saat tenaga kerja 

outsorcing habis kontrak atau pensiun karena sudah dibayarkan setiap bulannya, 

kecuali BPJS dalam aturannya mengatakan seseorang yang bekerja setelah 15 

(lima belas) Tahun sama dengan tenaga kerja tetap kalau pertangungan 

ditanggung semua oleh pihak perusahaan. 

Semua jaminan sosial terhadap tenaga kerja outsourcing wajib 

diprioritaskan. Seperti contohnya tenaga kerja outsourcing tidak bekerja lagi, 

tenaga kerja outsourcing bisa mengklaim jaminan kesehatan yakni BPJS, karena 

itu sudah dibayarkan oleh perusahaan dan dipotong dari gaji perbulannya selama 

dia bekerja walaupun dia tidak bekerja lagi. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh tidak mempunyai wewenang 

untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada tenaga kerja 

outsourcing yang tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh karena Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh tidak bisa intevensi 

perusahaan, hanya PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh yang bisa memberhentikan dan mengangkat 

tenaga kerja outsourcing. Pada saat perusahaan memberhentikan dan terjadi 

masalah itu kemudian tenaga kerja outsourcingnya melakukan pengaduan, baru 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bisa mengambil tindakan. Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda Aceh juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan 

sanksi kepada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh yang tidak memenuhi jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing yang dipekerjakan karena Dinas Tenaga Kerja Kota Banda 

Aceh tidak boleh membuat tindakan, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 
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hanya mempunyai wewenang untuk menyarankan dan memberi solusi, sanksi 

hanya bisa diberikan oleh pihak Kepengawasan yang berkedudukan di Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang membawahi Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda Aceh Kabupaten/Kota. 

Jadi, menurut Bapak Syahruddin, S.T Jaminan sosial terhadap tenaga 

outsourcing akan mendapatkan kehidupan yang layak tergantung jaminan sosial 

apa yang ditanggung dan apabila semua jaminan sosialnya dijamin. Tetapi 

memang kadang ada pertanggungan itu yang tidak dijamin oleh perusahaan. 

Jadi, untuk PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh sudah sangat memadai
6
. 

 

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga 

Kerja Outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh   

  Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara teratur dan terpadu 

dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung antara satu sama lain. Untuk 

mendukung terwujudnya suatu pembangunan ketenagakerjaan secara terpadu, 

maka dibutuhkan fondasi yang kokoh yang sering disebut dengan asas. Terkait 

asas dalam hukum ketenagkerjaan adalah menggunakan asas keterpaduan 

melalui koordinasi fungsional lintas sektoral Pusat dan Daerah (Pasal 3),
7
 

artinya asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi pancasila serta asas adil dan 

merata. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga 

                                                             

6
Hasil Wawancara dengan Syahruddin, S.T, Bidang Kasi Persy Kerja Perusahaan, Pada 

Selasa 19 Oktober 2021 
7
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

Pasal 3 
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kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja/buruh dan keluarganya 

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

  Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1-4) 

tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa: (1) Ketenagakerjaan adalah segala 

hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja. (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan tenaga kerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (3) Tenaga kerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. (4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuklain
8
. 

  Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pemberi kerja wajib 

membayar upah atau imbalan  terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan, baik itu 

tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja outsourcing. Sebagaimana yang diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 99 Ayat (1) tentang 

Ketenagakerjaan mengatakan bahwa: “Setiap tenaga kerja/buruh dan 

keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”
9
. Jaminan 

sosial tenaga kerja yang dimaksud adalah jaminan kesehatan dan 

ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan jaminan hari tua. 

Tenaga kerja dalam hal memenuhi jaminan sosial haruslah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan 

penolakan ataupun perlawanan karena ketidakpuasan terhadap jaminan sosial 

                                                             

8
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang 

ketenagakerjaa, Hlm2 
9
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, Hlm 26 
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yang didapatkan oleh tenaga kerja. Setiap tenaga kerja, berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaannya diatur sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hal tersebut diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Menyadari pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan, maka perusahaan 

diwajibkan memberikan perlindungan/jaminan terhadap hak-hak tenaga 

kerja/buruh. Masalah perlindungan kerja merupakan masalah yang sangat 

komplek karena berkaitan dengan permasalahan jaminan sosial yang didapatkan 

oleh tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini berlaku bagi semua tenaga kerja/buruh 

tanpa membedakan apakah tenaga kerja tersebut tergolong tenaga kerja tetap 

atau tenaga kerja outsourcing. 

Pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerja ini dispesifikkan dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Adapun jenis-jenis perlindungan atau jaminan bagi tenaga kerja terdapat 

dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf b menyelenggarakan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan 

Kematian
10

. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sebagai badan hukum publik 

memiliki kewenangan:
11

 

 

 

                                                             

10
Republik Indonesia, undang-undang nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (2) tentang 

badan penyelenggara jaminan sosial, hlm 6 
11

Rizaldy Pedju, Pemenuhan Perlindungan Hak Tenaga kerja Menurut Undang-

Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal: Lex et Societatis, Vol. IV/No. 

8/Ags/2016, diakses melalui situs: https://ejournal.unsrat.ac.id pada Tanggal 29 Oktober 2021 

hlm,. 62 

https://ejournal.unsrat.ac.id/
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1. Mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau denda 

kepada pemberi kerja selain penyelenggaran Negara dan setiap orang, 

selain pemberi kerja, tenaga kerja dan penerima bantuan dalam 

penyelenggaraan jaminan sosial; 

2. Meminta pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu 

terhadap Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada pemberi kerja selain penyelenggaran Negara 

dan setiap orang, selain pemberi kerja, tenaga kerja, dan penerima 

bantuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial; 

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis kembangkan, 

segala bentuk jaminan sosial yang didapatkan oleh tenaga kerja outsourcing 

belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan 

“setiap tenaga kerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja”. 

  Pelaksanaan jaminan sosial ini sendiri mencakup bidang pencegahan dan 

pengembangan, bidang pemulihan dan penyembuhan, serta bidang pembinaan. 

Ketiga bidang ini jika dikaitkan lebih jauh lagi akan menuju apa yang di 

namakan perlindungan tenaga kerja. Sistem jaminan sosial nasional pada 

dasarnya merupakan program Negara yang mempunyai tujuan memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami 

kecelakaan dan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

  Selanjutnya dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa “Perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan tenaga kerjaan kepada perusahaan lainnya 
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melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa tenaga kerja/buruh yang 

dibuat secara tertulis.” Dari Pasal tersebut, praktek outsourcing yang dimaksud 

adalah pemborongan tenaga kerjaan dan penyediaan tenaga kerja/buruh. 

  Menurut Aloysius Uwiyono pada dasarnya ada dua bentuk outsourcing 

yang hendak diintrodusir oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, bentuk 

pertama adalah outsourcing tenaga kerja (Pasal 66) dan bentuk kedua adalah 

outsourcing ketenagakerjaan. 

  Menurut uwiyono bentuk pertama dapat dipandang sebagai human 

trafficking (perdagangan manusia), penilaiannya didasarkan pada asumsi dengan 

adanya perjanjian dimana Perusahaan Penyedia Jasa menyediakan tenaga kerja 

dan pengguna menyerahkan sejumlah uang, maka seolah-olah terjadi penjualan 

tenaga kerja. kemudian untuk bentuk yang kedua, tenaga kerja/buruh tetap 

memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemborong. Sedangkan hubungan 

yang tercipta antara pengguna dengan perusahaan pemborong hanyalah terkait 

dengan tenaga kerja yang diborongkan tersebut.
12

 

 Selanjutnya dalam hal jumlah atau bentuk jaminan sosial tenaga kerja 

outsourcing dengan tenaga kerja  tetap memiliki kesamaan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh tenaga 

kerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh
13

, tenaga kerja outsourcing tersebut 

menjelaskan jaminan sosial yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan segala bentuk jaminan sosial telah disepakati oleh 

pihak Perusahaan Penyedia Jasa dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Selain itu, jaminan 

                                                             

12
Ika Adi Permana, “Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai 

PengawasKetenagakerjaan Terhadap Praktek Outsourcing Di Surakarta” (Surakarta: 

UniversitasSebelas Maret, 2008) Hal. 27-28 
13

Hasil wawancara dengan tenaga kerja Outsourcing bidang Bilman dan Administrasi 

Surat pada Rabu 03 November 2021 
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sosial yang didapatkan sepenuhnya juga menjadi perhatian dari pihak PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh, seperti hal jaminan Kecelakaan kerja. Jaminan tersebut sangatlah 

diperhatikan dan diprioritaskan oleh pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, hal tersebut memang 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi tenaga kerja outsourcing 

tidak mendapatkan jaminan pensiun untuk jaminan hari tuanya, tenaga kerja 

outsourcing hanya dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK). Jadi, apabila masa kontrak tenaga kerja 

outsourcing habis mereka tidak dibayar lagi. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh yaitu melalui Perusahaan Penyedia Jasa. Hal ini dikarenakan Tenaga Kerja 

Outsourcing yang bekerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh direkrut oleh Perusahaan Penyedia 

Jasa. Pada saat pembuatan kontrak kerja bersama sudah dijelaskan bahwa 

jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing adalah di bawah tanggung jawab 

Perusahaan Penyedia Jasa bukan di bawah tanggung jawab PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Adapun 

jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing adalah jaminan 

kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, 

sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun tenaga kerja outsourcing tidak 

mendapatkan karena sudah dibayar setiap bulannya dalam bentuk Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK). 

Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh yaitu bahwa pelaksaan jaminan bagi tenaga kerja 

outsourcing belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja outsourcing mendapatkan jaminan 

kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, 

sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun tenaga kerja outsourcing tidak 

mendapatkan karena sudah dibayar setiap bulannya dalam bentuk Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK), sehingga apabila masa kontrak tenaga kerja 

outsourcing habis dan terjadinya PHK tenaga kerja outsourcing sudah tidak 

dibayar lagi. 



72 
 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PT PLN 

(Pesero) Unit Pelaksanaan Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh tentang Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Penulis mengharapkan kepada Perusahaan Penyedia Jasa agar 

tenaga kerja outsourcing mendapatkan semua jaminan sosial sebagaimana yang 

telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan pada saat pembuatan 

kontrak kerja bagi tenaga kerja outsourcing, Perusahaan Penyedia Jasa lebih 

memperhatikan dan memprioritaskan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 
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Lampiran 7 : Daftar Informan dan Responden 

 

Daftar Informan dan Responden 
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Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh) 

Nama/Nim : Zelvi Asriani/150106003 

Instrusi Penelitian : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 

No Nama dan Jabatan Peran dalam 

Penelitian 

1 Nama       : Febrina Della 

Pekerjaan : Ass Officer Adm Umum 

Alamat     : Jln. TentaraPelajar No 11 Merduati 

Informan 

2 Nama       : Syahruddin, S.T 

Pekerjaan : Kasie. PersyaratanKerja Perusahaan 

Alamat     :Lambhuk 

Informan 

3 Nama         :  TasriniBasruddin 

Pekerjaan : Tenaga Kerja outsourcing bagian       

keuangan umum 

Alamat      :   Lueng Bata 

Responden 

4 Nama         :   Hera Yani 

Pekerjaan : Tenaga Kerja outsourcing bagian 

keuangan umum 

Alamat       :  Merduati 

Responden 



90 
 

 

5 Nama        :  Hafidz Mahrizal 

Pekerjaan : Tenaga Kerja  outsourcing bagian 

Billman 

Alamat      :   Lamdingin, Kuta Alam 

Responden 
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Lampiran 8 : Surat keterangan ketersediaan melakukan wawancara 
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Lampiran 8 : Surat keterangan ketersediaan melakukan wawancara 
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Lampiran 8 : Surat keterangan ketersediaan melakukan wawancara 
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Lampiran 8 : Surat keterangan ketersediaan melakukan wawancara 
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Lampiran 8 : Surat keterangan ketersediaan melakukan wawancara 
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Lampiran 9 : Protokol wawancara 

 

Protokol Wawancara 

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh). 

Waktu wawancara    : Pukul 15.25 s/d selesai 

Hari/Tanggal : Jum’at, 15 Oktober 2021 

Pewawancara : Zelvi Asriani 

Orang Yang diwawancara : Ferbrina Della 

Jabatan  : Ass Offiicer Adm Umum 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul 

dari lapangan data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka 

kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 

pihak yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama  60 

(enam puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Ada berapa orang tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

2. Bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 
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3. Apakah pelaksanaan kesejahteraan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja 

Banda Aceh? 

4. Apa saja Jaminan sosial yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh kepada 

tenaga kerja outsourcing? 

5. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh memberikan jaminan Kematian dan Kecelakaan 

Kerja kepada tenaga kerja outsourcing apabila terjadi kecelakaan saat 

melakukan pekerjaan? 

6. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, dalam menjamin 

terlaksananya jaminan sosial terhadap tenaga kerja outsourcing? 

7. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh melakukan tindakan pemotongan gaji kepada tenaga 

kerja outsourcing untuk hal-hal tertentu? 

8. Untuk apa saja alokasi pemotongan gaji yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh terhadap tenaga kerja outsourcing? 

9. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh mendaftarkan jaminan sosial tenaga kerja 

outsourcing kedalam BPJS Ketenagakerjaan? 

10. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh mendapatkan keuntungan dengan adanya tenaga 

kerja outsourcing? 

11. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh mendapatkan kerugian dengan adanya tenaga kerja 

outsourcing? 
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12. Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh memberikan sanksi kepada tenaga kerja outsourcing 

apabila terjadinya kesalahan dalam bekerja? 

13. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Acehh dalam menjamin 

jaminan mutu kinerja tenaga kerja outsourcing? 

14. Seperti apa bentuk jaminan mutu kinerja tenaga kerja outsourcing PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh dan bagaimana pelaksanaannya? 

15. Apakah kontrak kerja yang diberikan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh kepada tenaga kerja 

outsorcing ada disertkan tentang jaminan sosial yang akan didapatkan? 

16. Apakah ada jaminan sosial tenaga kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh yang tidak diberikan 

kepada tenaga kerja outsourcing? 

17. Apakah ada jaminan atau kemungkinan tenaga kerja outsourcing akan 

menjadi tenaga tetap di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

  



99 
 

 

Lampiran 9 :Protokol wawancara 

 

Protokol Wawancara 

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh). 

Waktu wawancara    : Pukul 12.00 s/d selesai 

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021 

Pewawancara : Zelvi Asriani 

Orang Yang diwawancara : Syahruddin, S.T 

Jabatan : Kasie. Persyaratan Kerja Perusahaan 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul 

dari lapangan data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka 

kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 

pihak yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama  60 

(enam puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah tenaga kerja oursourcing yang bekerja di PT PLN mendapatkan 

pengawasan langsung dari Dinas Tenaga Kerja? 

2. Apakah Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab atas jaminan sosial tenaga 

kerja outsourcing yang berkerja di bawah PT PLN? 

3. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi jaminan sosial yang 

didapatkan oleh tenaga kerja outsourcing di PT PLN? 
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4. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memenuhi 

jaminan sosial tenaga kerja outsourcing PT PLN? 

5. Apakah Dinas Tenaga Kerja akan melakukan tinjauan lapangan apabila 

perusahaan tidak memenuhi jaminan sosial terhadap tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN? 

6. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap PT PLN 

yang melakukan pemotongan gaji kepada tenaga kerja outsourcing untuk 

hal-hal tertentu? 

7. Apakah jaminan sosial tenaga kerja yang didapatkan oleh tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN sama dengan jaminan sosial yang didapatkan oleh 

tenaga kerja tetap? 

8. Apa jaminan sosial yang paling dipriotaskan untuk diberikan kepada tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN? 

9. Apakah Dinas Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk memberhentikan 

atau memberikan sanksi kepada tenaga kerja outsourcing yang tidak 

mematuhi peraturan yang ditetapkan diperusahaan yang merekrutnya? 

10. Apakah Dinas Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk memberikan 

sanksi kepada perusahaan (PT PLN) yang tidak memenuhi jaminan sosial 

bagi tenaga kerja outrsourcing yang dipekerjakan? 

11. Menurut pandangan anda, apakah jaminan sosial yang didapatkan oleh 

tenaga kerja outsourcing sudah cukup untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak? 

12. Apakah ada dasar hukum khusus yang mengatur tentang jaminan sosial 

tenaga kerja yang diperoleh oleh tenaga kerja outsourcing? 

13. Apakah jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja yang terdapat dalamUndang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 99 ayat (1) Tentang Ketenagakerjaan 

juga berlaku bagi tenaga kerja outsourcing? 

14. Apakah penerapan jaminan sosial tenaga kerja outsourcing sudah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 
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15. Apakah Dinas Tenaga Kerja memiliki hak untuk menegur perusahaan (PT 

PLN) yang memperlakukan tenaga kerja outsourcing tidak sesuai dengan 

peraturanUndang-UndangNomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan? 

16. Apakah PT PLN dan Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dalam menerapkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kestenagakerjaan dalam 

hal jaminan sosial sebelum merekrut tenaga kerja outsourcing? 
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Lampiran 9 :Protokol wawancara 

 

ProtokolWawancara 

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh). 

Waktu wawancara    : Pukul 15.00 s/d selesai 

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Oktober 2021 

Pewawancara : Zelvi Asriani 

Orang Yang diwawancara : Hera Yani dan Tasrini Basruddin 

Jabatan : Tenaga Kerja Outsourcing bagian Administrasi 

Surat (bagian KeuanganUmum) 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul 

dari lapangan data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka 

kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 

pihak yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama  60 

(enam puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa bidang yang anda kerjakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

2. Sudah berapa lama anda berkerja menjadi tenaga kerja outsourcing di PT 

PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 
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3. Apa yang anda rasakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di PT PLN 

(Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

4. Apakah anda direkrut langsung oleh PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

5. Apakah system perekrutan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UP3 

Merduati, Banda Aceh menyulitkan tenaga kerja outsourcing? 

6. Apakah anda mendapatkan jaminan sosial sebagai tenaga kerja outsourcing 

dari PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

7. Apa saja Jaminan Sosial yang anda dapatkan selama bekerja menjadi tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

8. Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing dengan tenaga kerja tetap yang bekerja di PT PLN UP3? 

9. Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing yang memiliki keahlian khusus dengan tenaga kerja outsourcing 

biasa yang bekerja di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

10. Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan cuti? 

11. Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan 

pelatihan peningkatan kapasitas kerja? 

12. Apakah kendala atau hambatan yang anda alami selama menjadi tenaga 

kerja outsourcing PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

13. Apakah anda merasa sudah puas dengan jaminan sosial yang anda terima 

sebagai tenaga kerja outsourcing PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 
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Lampiran 9 : Protokol wawancara 

 

Protokol Wawancara 

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh). 

Waktu wawancara    : Pukul 10.00 s/d selesai 

Hari/Tanggal : Rabu, 03 November 2021 

Pewawancara : Zelvi Asriani 

Orang Yang diwawancara : Hafidz Mahrizal 

Jabatan : Tenaga Kerja Outsourcing bagian Billman 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul 

dari lapangan data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka 

kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 

pihak yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama  60 

(enam puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa bidang yang anda kerjakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

2. Sudah berapa lama anda berkerja menjadi tenaga kerja outsourcing di PT 

PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

3. Apa yang anda rasakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di PT PLN 

(Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 
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4. Apakah anda direkrut langsung oleh PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

5. Apakah system perekrutan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UP3 

Merduati, Banda Aceh menyulitkan tenaga kerja outsourcing? 

6. Apakah anda mendapatkan jaminan sosial sebagai tenaga kerja outsourcing 

dari PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

7. Apa saja Jaminan Sosial yang anda dapatkan selama bekerja menjadi tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

8. Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing dengan tenaga kerja tetap yang bekerja di PT PLN UP3? 

9. Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing yang memiliki keahlian khusus dengan tenaga kerja outsourcing 

biasa yang bekerja di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

10. Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan cuti? 

11. Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan 

pelatihan peningkatan kapasitas kerja? 

12. Apakah kendala atau hambatan yang anda alami selama menjadi tenaga 

kerja outsourcing PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

13. Apakah anda merasa sudah puas dengan jaminan sosial yang anda terima 

sebagai tenaga kerja outsourcing PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 
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Lampiran 10 :Verbatin wawancara 

Verbatin wawancara pada Pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

No T/J Isi Wawancara 

1 T 

 

J 

Ada berapa orang tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

396 orang dari 10 Perusahaan PenyediaJasa. 

2 T 

 

 

J 

Bagaimana system perekrutan tenaga kerja outsourcing di PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh? 

Dibuat semacam lelang untuk beberapa perusahaan peyedia jasa 

(vendor) dan menang yang akan mencari tenaga kerja outsourcing 

untuk bekerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. 

3 T 

 

 

 

J 

Apakah pelaksanaan kesejahteraan jaminan sosial bagi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dibawah pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Banda Aceh? 

Iya 

4 T 

 

 

J 

Apa saja Jaminan sosial yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

kepada tenaga kerja outsourcing? 

Jaminan sosial terhadap tenaga kerja outsourcing bukan 

tanggungjawab PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, tetapi di bawah 

tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasanya (vendor), baik itu 

jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, 

jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 



107 
 

 

5 T 

 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh memberikan jaminan kematian dan 

kecelakaan kerja kepada tenaga kerja outsourcing apabila terjadi 

kecelakaan saat melakukan pekerjaan? 

Tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa 

6 T 

 

 

 

J 

Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, 

dalam menjamin terlaksananya jaminan sosial terhadap tenaga kerja 

outsourcing? 

Tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa 

7 T 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh melakukan tindakan pemotongan gaji 

kepada tenaga kerja outsourcing untuk hal-hal tertentu? 

Iya 

8 T 

 

 

J 

Untuk apa saja alokasi pemotongan gaji yang dilakukan oleh PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh terhadap tenaga kerja outsourcing? 

Misalnya tenaga kerja ousourcing telat datang dan cuti melahirkan 

itu dipotong jasa dan haknya. 

9 T 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh mendaftarkan jaminan sosial tenaga 

kerja outsourcing kedalam BPJS Ketenagakerjaan? 

Tidak, itu tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa.  

10 T 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan keuntungan dengan 

adanya tenaga kerja outsourcing? 

Keuntungan dengan adanya tenaga kerja outsourcing dari segi tenaga 

kerja terbantu, misalnya dengan adanya satpam terbantunya sistem 
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keamanan yang ada di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, sedangkan dari 

pegawai tidak ada satpam, cleaning service terbantunya kebersihan, 

bagian administrasi membantu jalannya adminitrasi yang ada 

dibagian tersebut, dll. 

11 T 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh mendapatkan kerugian dengan adanya 

tenaga kerja outsourcing? 

Kerugian dengan adanya dengan tenaga kerja outsourcing misalnya 

tenaga kerja outsourcing yang telat datang dan cuti. 

12 T 

 

 

J 

Apakah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh memberikan sanksi kepada tenaga 

kerja outsourcing apabila terjadinya kesalahan dalam bekerja? 

Sanksi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh terhadap 

tenaga kerja outsourcing apabila melakukan kesalahan dalam bekerja 

adalah disampaikan kepada perusahaan penyedia jasanya bagaimana 

tindakan yang akan diambil. 

13 T 

 

 

J 

Apa saja tindakan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

dalam menjamin jaminan mutu kinerja tenaga kerja outsourcing? 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh menjamin jaminan mutu kinerja tenaga kerja 

outsourcing kalau kinerja kerjanya bagus akan diperpanjang kontrak 

kerja tetapi kalau kinerjanya kurang memuaskan akan diminta ganti. 

14 T 

 

 

Seperti apa bentuk jaminan mutu kinerja tenaga kerja outsourcing 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Aceh dan bagaimana pelaksanaannya? 
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J Bentuk jaminan mutu kinerja tenaga kerja outsourcing adalah 

diapresiasikan dalam bentuk piagam sebagai penghargaan untuk 

karyawan yang meningkat kualitas PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, tapi itu 

dulu, sekarang tidak lagi. 

15 T 

 

 

 

J 

Apakah kontrak kerja yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

kepada tenaga kerja outsorcing ada disertkan tentang jaminan sosial 

yang akan didapatkan? 

Pada pembutan kontrak kerja antara PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

dengan Perusahaan Penyedia Jasa sudah dimuatkan tentang jaminan 

sosial apa saja yang diterima tenaga kerja outsourcing seperti BPJS 

dan Jaminan hari tua, tetapi jaminan sosial tersebut tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa. 

16 T 

 

 

J 

Apakah ada jaminan sosial tenaga kerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

yang tidak diberikan kepada tenaga kerja outsourcing? 

Jaminan sosial tenaga kerja semuanya sama 

17 T 

 

 

J 

Apakah ada jaminan atau kemungkinan tenaga kerja outsourcing 

akan menjadi tenaga tetap di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

Tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

tidak ada jaminan untuk menjadi tenaga kerja tetap, walaupun sudah 

lama. Jika tenaga kerja outsourcing ingin menjadi tenaga kerja tetap 

harus mengikuti serangkaian tes dan perekturan yang diadakan di 

pusat untuk menjadi tenaga kerja tetap 
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Lampiran 10 : Verbatin wawancara 

Verbatin wawancara pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 

No T/J Isi Wawancara 

1 T 

 

 

J 

Apakah tenaga kerja oursourcing yang bekerja di PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh mendapatkan pengawasan langsung dari Dinas Tenaga Kerja? 

Tidak, tenaga kerja outsourcing di bawah pengawasan Dinas Tenaga 

Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Tugas Dinas Tenaga KerjaKota 

Banda Aceh hanya membuat surat rekomendasi dan melakukan 

pembinaan serta mengontrol pada saat tenaga kerja outsourcing 

melakukan pencatatan PKWT/PKWTT di Dinas Tenaga Kerja. 

2 T 

 

 

 

J 

Apakah Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab atas jaminan sosial 

tenaga kerja outsourcing yang berkerja di bawah PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh? 

Tidak, yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja outsourcing 

adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan 

(UP3) Merduati, Banda Aceh dan perusahaan penyedia jasa.. 

3 T 

 

 

 

J 

Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam 

mengawasi jaminan sosial yang di dapatkan oleh tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

Pengawasan tidak lagi di atau di Kabupaten/Kota tetapi di Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, tetapi Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda Aceh akan melakukan tindakan dan tinjauan 

lapangan langsung apabila ada pengaduan dari tenaga kerja 

outsourcing. 

4 T Apa saja tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk 
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J 

memenuhi jaminan sosial tenaga kerja outsourcing PT PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh? 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh akan melakukan tindakan 

apabila ada pengaduan dari Tenaga KerjaOutsourcing. 

5 T 

 

 

 

J 

ApakahDinas Tenaga Kerja akan melakukan tinjauan lapangan 

apabila perusahaan tidak memenuhi jaminan sosial terhadap tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh akan melakukan tinjauan 

lapangan apabila ada pengaduan. 

6 T 

 

 

 

J 

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) 

Merduati, Banda Acehyang melakukan pemotongan gaji kepada 

tenaga kerja outsourcing untuk hal-hal tertentu? 

Perlindungan terhadap pemotongan gaji akan diberikan apabila ada 

pengaduan dan tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama. 

Yang paling disarankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 

adalah bagaimana perusahaan menjaga hubungan industrial antara 

perusahaan dengan tenaga kerja apabila ada permasalahan harus 

dilakukan secara damai. 

7 T 

 

 

 

J 

Apakah jaminan sosial tenaga kerja yang didapatkan oleh tenaga 

kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit PelaksanaPelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh sama dengan jaminan sosial 

yang didapatkan oleh tenaga kerja tetap? 

Sama, semua jaminan sosial tenaga kerja itu sama 

8 T 

 

Apa jaminan sosial yang paling dipriotaskan untuk diberikan kepada 

tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 
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J 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh? 

Semua jaminan sosial terhadap tenaga kerja outsourcing 

diprioritaskan dan wajib diprioritas.. 

9 T 

 

 

 

J 

Apakah Dinas Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk 

memberhentikan atau memberikan sanksi kepada tenaga kerja 

outsourcing yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan 

diperusahaan yang merekrutnya? 

Tidak, hanya PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Acehyang bisa memberhentikan 

dan mengangkat tenagakerja outsourcing. Pada saat perusahaan 

memberhentikan dan terjadi masalah itu kemudian tenaga kerja 

outsourcingnya melakukan pengaduan, baru Dinas Tenaga Kerja 

bisa mengambil tindakan 

10 T 

 

 

 

 

J 

Apakah Dinas Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk 

memberikan sanksi kepada perusahaan (PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda 

Aceh/Perusahaan Penyedia Jasa) yang tidak memenuhi jaminan 

sosial bagi tenaga kerja outrsourcing yang dipekerjakan? 

Tidak, karena Dinas Tenaga Kerja tidak boleh membuat tindakan. 

Dinas Tenaga Kerja hanya mempunyai wewenang untuk 

menyarankan dan member solusi. Sanksi hanya bisa diberikan oleh 

pihak kepengawasan yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh yang membawahi Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten/Kota 

11 T 

 

 

J 

Menurut pandangan anda, apakah jaminansosial yang didapatkan 

oleh tenaga kerja outsourcing sudah cukup untuk mendapatkan 

kehidupan yang layak? 

Tergantung jaminan sosial apa yang ditanggung dan apabila semua 
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jaminan sosialnya dijamin.  

12 T 

 

J 

Apakah ada dasar hukum khusus yang mengatur tentang jaminan 

sosial tenaga kerja yang diperoleh oleh tenaga kerja outsourcing? 

Semua tenaga kerja itu aturannya semuanya sama 

13 T 

 

 

J 

Apakah jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 99 ayat (1) Tentang 

Ketenagakerjaan juga berlaku bagi tenaga kerja outsourcing? 

Iya, Karena tenaga kerja outsorcing juga tenaga kerja 

14 T 

 

 

J 

Apakah penerapan jaminan sosial tenaga kerja outsourcing sudah 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan? 

Kalau menurut pekerja belum, tapi kalau menurut pandangan secara 

umum sudah.  

15 T 

 

 

 

 

 

J 

Apakah Dinas Tenaga Kerja memiliki hak untuk menegur 

perusahaan (PT PLN (Persero) Unit PelaksanaPelayanan dan 

Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh/Perusahaan Penyedia Jasa) 

yang memperlakukan tenaga kerja outsourcing tidak sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan? 

Berhak, tetapi harus ada pengaduan dari tenaga kerja outsourcing, 

ataupun info dari masyarakat, Dinas Tenaga Kerja akan mensiasat. 

Dinas Tenaga Kerja tidak bisa bertindak tanpa adanya pengaduan. 

Dinas Tenaga Kerja hanya bisa bertindak tanpa pengaduan pada saat 

melakukan SPT pembinaan ke PT PLN untuk bertanya apakah sudah 

ada peraturan atau belum, jika belum silahkan datang ke Dinas 

Tenaga Kerja untuk dibantu proses pembuatannya. Dinas Tenaga 

Kerja memang kadang sesekali turun lapangan langsung, 

dijadwalkan, misalnya sebulan sekali tetapi yang didatangi itu 
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perusahaan acak, tidak langsung ke PT PLN. 

16 T 

 

 

 

J 

Apakah PT PLN dan Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dalam 

menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dalam hal jaminan sosial sebelum merekrut tenaga 

kerja outsourcing? 

Iya, PT PLN harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja bahwa 

mereka mempekerjakan tenagakerja outsourcing, seperti halnya: 

a. PT PLN bertugas melaporkan adanya tenaga kerja 

outsourcing dari perusahaan penyedia jasa yang bekerja 

sama dengan PT PLN, setelah dilaporkan Dinas Tenaga 

Kerja mengeluarkan sebuah dokumen bukti pelaporan tenaga 

kerja outsourcing. 

b. Perusahaan Penyedia Jasa bertugas mendaftarkan atas dasar 

pelaporan yang sudah diajukan oleh PT PLN, karena PT 

PLN sudah melaporkan Perusahaan Penyedia Jasa harus 

mendaftarkan, setelah didaftarkan Dinas Tenaga Kerja 

mengeluarkan bukti pendaftaran tenaga kerja outsourcing. 

c. Perusahaan Penyedia Jasa harus melakukan pencatatan 

daftar surat penyediaan jasa dalam Penyedia Jasa Pekerja 

Buruh (PJPB)  

d. Perusahaan Penyedia Jasa harus mencatatkan PKWT/ 

PKWTT pekerjanya 
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Lampiran 10 :Verbatin wawancara 

Verbatin wawancara pada Tenaga Kerja Outsourcing bagian Administrasi Surat 

di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh 

No T/J Isi Wawancara 

1 T 

 

J 

Apa bidang yang anda kerjakan selama menjadi tenaga kerja 

outsourcing di di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Administrasi Surat, bagian keuangan umum 

2 T 

 

J 

Sudah berapa lama anda berkerja menjadi tenaga kerja outsourcing 

di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Sudah 7 tahun, dari tahun 2014 

3 T 

 

J 

Apa yang anda rasakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Bangga, karena bisa menangani listrik 

4 T 

 

J 

 

Apakah anda direkrut langsung oleh PT PLN (UP3 Merduati, Banda 

Aceh? 

Tidak, Tenaga kerja outsourcing direkrut oleh perusahaan penyedia 

jasa (vendor) melalui serangkaian tes yakni tes tulis dan wawancara 

5 T 

 

J 

Apakah system perekrutan yang dilaksanakan PT PLN UP3 

Merduati, Banda Aceh menyulitkan tenaga kerja outsourcing? 

Tidak 

6 T 

 

J 

 

Apakah anda mendapatkan jaminan sosial sebagai tenaga kerja 

outsourcing dari PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Tidak, jaminan sosial tenaga kerja outsourcing diberikan oleh 

perusahaan penyedia jasa (vendor). 

7 T 

 

J 

Apa saja jaminan sosial yang anda dapatkan selama bekerja menjadi 

tenaga kerja outsourcing PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Tenaga kerja outsourcing mendapatkan jaminan kesehatan dan 
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ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, tetapi 

jaminan sosial tersebut diberikan oleh Perusahaan Penyedia Jasa 

8 T 

 

 

J 

Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing dengan tenaga kerja tetap yang bekerja di PT PLN 

(Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Ada, dalam bentuk jumlah dan kelas. Misalnya: 

a. Jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, apabila tenaga 

kerja outsourcing sakit mereka mendapatkan BPJS kelas 3 

sedangkan tenaga kerja tetap mendapatkan kelas 1, apabila 

tenaga kerja outsourcing ingin mendapatkan kelas 1 harus 

mengeluarkan biaya tambahan sendiri  (di luar BPJS); 

b. Jaminan Pensiun dan hari tua, tenaga kerja outsourcing tidak 

mendapatkan, karena jaminan hari tua untuk tenaga kerja 

outsourcing sudah diterima setiap bulannya selama tenaga kerja 

outsorcing bekerja, biasanya disebut DPLK 

9  T 

 

 

J 

Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing yang memiliki keahlian khusus dengan tenaga 

outsourcing biasa yang bekerja di PT PLN UP3? 

Ada, dengan tenaga kerja outsourcing bagian pelayanan teknik, yaitu 

permasalahan jumlah yang diterima. Gaji yang diterima oleh tenaga 

kerja outsourcing bagian pelayanan teknik lebih besar daripada gaji 

tenaga kerja outsourcing biasa 

10 T 

 

J 

Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN UP3 Merduati, Banda 

Aceh mendapatkan cuti? 

Dapat, 12 hari dalam setahun (1 hari dalam sebulan) dan cuti 

melahirkan selama 3 bulan 

11 T 

 

Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN UP3 Merduati, Banda 

Aceh mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas kerja? 



117 
 

 

J Tidak 

12 T 

 

J 

Apakah kendala atau hambatan yang anda alami selama menjadi 

tenaga kerja outsourcing PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Tidak ada 

13 T 

 

 

J 

Apakah anda merasa sudah puas dengan jaminan sosial yang anda 

terima sebagai tenaga kerja outsourcing PT PLN UP3 Merduati, 

Banda Aceh? 

Lumayan Puas 
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Lampiran 10 :Verbatin wawancara 

Verbatin wawancara pada Tenaga Kerja Outsourcing bagian Billman di PT PLN 

Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

No T/J Isi Wawancara 

1 T 

 

J 

Apa bidang yang anda kerjakan selama menjadi tenaga kerja 

outsourcing di PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Billman, bagian pengecekan KUH meter atau pencatatan meter, 

berapa kapasitas pemakaian pelanggan harus dikontrol, untuk 

pemakaian tagihan setiap bulannya harus sesuai dengan yang dipakai 

2 T 

 

J 

Sudahberapa lama andaberkerjamenjaditenagakerjaoutsourcing di 

PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

12 tahun, daritahun 2009 

3 T 

 

J 

Apa yang anda rasakan selama menjadi tenaga kerja outsourcing di 

PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Bersyukur 

4 T 

 

J 

Apakah anda direkrut langsung oleh PT PLN (Persero) UP3 

Merduati, Banda Aceh? 

Iya, karena tenaga kerja outsourcing ini makrusial bagian dari 

mengedepankan konsumen. Jadi, harus PT PLN langsung yang 

memberikan penilaian. Tugas perusahaan penyedia jasa Cuma 

mengontrol kinerja tenaga kerja outsourcing 

5 T 

 

J 

Apakah sistem perekrutan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) 

UP3 Merduati, Banda Aceh menyulitkan tenaga kerja outsourcing? 

Tidak 

6 T 

 

J 

Apakah anda mendapatkan jaminan sosial sebagai tenaga kerja 

outsourcing dari PT PLN (Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Jaminan sosial yang diterima oleh tenaga kerja outsourcing dijamin 

oleh PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh. PT PLN dipihakkan dulu 
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ke perusahaan penyedia jasa, habis itu perusahaan penyedia jasa baru 

menjumpai tenaga kerja outsourcing. Karena tenaga kerja 

outsourcing merupakan pihak kedua, jadi otomatis ujung-ujungnya 

di PLN juga. Jaminan sosial diberikan PLN, kalau diberikan oleh 

perusahaan penyedia jasa pun atas ketentuan dari pihak PLN. 

7 T 

 

J 

Apa saja jaminan sosial yang anda dapatkan selama bekerja menjadi 

tenaga kerja outsourcing di PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Jaminan sosial semua didapat, baik itu jaminan kesehatan dan 

ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, tetapi 

untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun sudah dibayarkan setiap 

bulannya dalam bentuk DPLK.  

8 T 

 

 

J 

Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing dengan tenaga kerja tetap yang bekerja di PT PLN 

(Persero) UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Jaminan sosial yang didapatkan oleh tenaga kerja outsourcing sama 

dengan tenaga kerja tetap, walaupun nominalnya tidak sama, tetapi 

tenaga kerja ousourcing juga dapat, jaminan masa bakti kerja 

lahistilahnya. Posisinyakan beda-beda, nominalnya pun tergantung 

posisi yang didapati. Masa bakti kerja, kapasitas dia kerja berapa 

lama, posisi yang didudukinya berbeda.Walaupun nominalnya yang 

didapatkan tenagakerja outsourcing lebih sedikit dari tenaga kerja 

tetap tenaga kerja outsourcing cukup bersyukur. 

9 T 

 

 

 

J 

Apakah ada perbedaan dalam penerimaan jaminan sosial bagi tenaga 

kerja outsourcing yang memiliki keahlian khusus dengan tenaga 

kerja outsourcing biasa yang bekerja di PT PLN UP3 Merduati, 

Banda Aceh? 

Tidak ada 

10 T Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) UP3 
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J 

Merduati, Banda Aceh mendapatkan cuti? 

Dapat, Cuma karena Billman itu bagian pengendalian, perintah harus 

turun lapangan itu kadang-kadang secara dadakan jadi harus turun. 

Cuti khususnya tidak berpatokan pada tanggal. Billman itukan 

bagian pelayanan ibarat seperti rumah sakit, kalau billman 

mengambil cuti siapa yang memberikan pelayanan, karena billman 

mengontrol semua kegiatan di lapangan, billman harus stay dan siap 

kapan saja dibutuhkan. 

11 T 

 

J 

Apakah tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) UP3 

mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas kerja? 

Dapat, kadang 2 atau 3 bulan sekali dibreafing atau dibekali apabila 

ada sistem-sistem baru yang tidak mungkin langsung dilepas, paling 

ada pertemuan nanti direview dulu tenaga kerja apa yang akan terjadi 

di lapangan, untuk dijadikan bahan evaluasi. 

12 T 

 

J 

Apakah kendala atau hambatan yang anda alami selama menjadi 

tenaga kerja outsourcing PT PLN UP3 Merduati, Banda Aceh? 

Kendala atau hambatan selama menjadi tenaga kerja outsourcing 

adalah karena sistem kerja bersifat lapangan dan harus berhadapan 

langsung dengan pelanggan, sedangkan kepala pelanggan itu tidak 

semuanya sama. Jadi, billman itu harus pandai memanage complain 

dari pelanggan. Kalau dari kantor tidak ada, karena kewajiban dari 

kantor sudah dipenuhi semua bagi tenaga kerja 

13 T 

 

J 

Apakah anda merasa sudah puas dengan jaminan sosial yang anda 

terima sebagai tenaga kerja outsourcing PT PLN UP3? 

Lumayan Puas 
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Lampiran Gambar 1 : Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 1 : Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 1 :Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 1 :Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 1 :Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 

  



126 
 

Lampiran Gambar 1 :Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 1 :Struktur Organisasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh 
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Lampiran  Gambar 2 : Foto Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran Gambar 3 : Data Tenaga Kerja Outsourcing PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, 

Banda Aceh 
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Lampiran Gambar 4 : Data Tenaga Kerja Outsourcing di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Banda Aceh 
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